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ABSTRAK

ALDI IRAWAN. Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam
pembentukan peraturan desa di Kecamatan Kulo kabupaten Sidrap. “dibimbing
oleh” (bapak Agus Muchsin selaku pembimbing pertama dan bapak Syafaat Anugrah
Pradana selaku pembimbing kedua )

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Pelaksanaan fungsi Badan
Permusyawaratan Desa di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap, sebagaimana di dalam
Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang desa terdapat fungsi dari Badan
Permusyawaratan Desa dalam membuat rancangan pembentukan peraturan desa
bersama dengan kepala desa.

Penelitian ini mengambil data di kantor desa dan Badan Permusyawaratan Desa
di Kecamatan Kulo, jenis penelitian tersebut adalah penelitian kualitatif,
pengumpulan data-data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian
data dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam
Pembentukan Peraturan Desa Di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap sudah
melaksanakan fungsinya dengan baik yang merujuk pada Undang-undang No 6 tahun
2014 Tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6
tahun 2017 Tentang pembentukan produk hukum di desa, dengan hasil penelitian
tersebut Badan Permusyawaratan Desa sangat memiliki peranan yang baik aktif
dalam pembentukan peraturan desa di kecamatan Kulo kabupaten Sidenreng
Rappang.

Kata kunci: Fungsi, Peran, Peraturan Desa, Badan Permusyawartan Desa
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PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan

huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
\ Alif Tidak Tidak
dilambangkan dilambangkan
o Ba B Be
& Ta T Te
& Tha Th te dan ha
z Jim J Je
z Ha h ha (dengan titik
dibawah)
e Kha Kh ka dan ha
> Dal D De
5 Dhal Dh de dan ha

Xiv



Ra R Er
Zai Z Zet
Sin S Es
Syin Sy es dan ye
Shad $ es (dengan titik
dibawah)
Dad d de (dengan titik
dibawah)
Ta t te (dengan titik
dibawah)
Za V4 zet (dengan titik
dibawah)
‘ain ‘ koma terbalik
keatas
Gain G Ge
Fa F Ef
Qof Q Qi
Kaf K Ka
Lam L El
Mim M Em

XV




o Nun N En
P Wau w We
» Ha H Ha
. Hamzah ’ Apostrof
$ Ya Y Ye

Hamzah (s) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda

apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (*)

b. Vokal

1)Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
| Fathah A A
) Kasrah I I
'\ Dammah u U

2)Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabunganantara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
G- fathah dan ya Ai adani
5 fathah dan wau Au adanu
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Contoh:
&S« kaifa
J3 :haula
c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

tranliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama
&/ fathah dan alif atau A a dan garis diatas
ya
(- kasrah dan ya I I dan garis diatas
5 dammah dan wau U u dan garis diatas
Contoh:
<la: mata
=) rama
Jé : qila
&34 : yamiitu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

XVii



1). Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah,

transliterasinya adalah [t]

2). Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah

[h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta

marbutah itu ditransliterasikan denga ha (h).

Contoh:

U RN : Raudah al-jannah atau Raugdatul jannah

AlsGisadl  : Al-madinah al-fadilah atau Al-madinatul fadilah

BN : Al-hikmah
e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydid (%), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:
iy : Rabbana

GAS - Najjaina

]

G Al-Haqqg
&l Al-Hajj
ax . Nu’ima
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Jika huruf s bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah

(¢s-), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i).
Contoh:
28 ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
Gle :“Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)
f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ¥ (alif
lam marifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf gamariah.
Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata
sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis

mendatar (-). Contoh:

Contoh:
Suaitli : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
550 : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
FERA : al-falsafah
SN : al-biladu

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:
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O3l : ta’'muriina

il : al-nau’
& : syai’un
&l : umirtu

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalan bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak
lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dar Qur’an),
Sunnah.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab
maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fizilal al-qur’an

Al-sunnah gabl al-tadwin

Al-ibarat bi ‘umum al-lafz la bi khusus al-sabab

i. Lafz al-Jalalah ()

Kata “Allah” yang didahuilui partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah. Contoh:

& iy Dinullah r billah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah,
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

Alad ) A zh Hum fi rahmmatillah
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j.  Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi
ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa
Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan
huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan
huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut
menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasil

Inna awwala baitin wudi’a linndsi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusr

Abii Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abi
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abi al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: /bnu Rusyd, Abi al-
Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abi al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi Abii Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid,
Nasr Hamid Abii)

2. Singkatan
Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

Swit. = subhanahu wa ta‘ala
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Saw. = sallallahu ‘alaihi wa sallam

a.s = ‘alaihi al-sallam

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir Tahun

W. = Wafat Tahun

QS./..: 4 = QS al-Bagarah/2:187 atau QS lbrahim/..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

L s

o = b O

&l =0 A1 /AT
e =

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di

jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:
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ed. . editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).
Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih

editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

etal. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia).
Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(““dan kawan-

kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan Kkarta

terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau
ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya

digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah

berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah pemukiman manusia dengan populasi antara beberapa ratus hingga
beberapa ribu jiwa dan berlokasi di daerah pedesaan. secara administratif Indonesia,
desa adalah pembagian wilayah administratif yang berada di bawah kecamatan yang
dipimpin oleh kepala desa.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan
Republik Indonesia.!

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu ditingkatkan dengan lebih
memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar
Pemerintah Desa, potensi dan keanekaragaman Desa, peluang dan tantangan
persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada Desa
disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi desa dalam
kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia pada Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014.

Otonomi daerah memberikan ruang gerak bagi partisipasi masyarakat dalam
pembangunan yang menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan
tetapi juga sebagai subjek pembangunan dan dengan tingkat partisipasi tersebut
diharapkan akselerasi hasil-hasil pembangunan dapat segera diwujudkan dan

berdayaguna dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

! Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, S.H., M.H., hukum perundang-undangan di Indonesia,
(Makassar: Liblitera Institute, 2016). h. 45



Partisipasi masyarakat tersebut di samping dilaksanakan oleh lembaga-lembaga
non formal seperti keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat, kelompok-kelompok
kepentingan lain melalui tuntutan-tuntutan terhadap pemerintah atau bentuk
penolakan kebijakan pemerintah, juga dilaksanakan oleh lembaga-lembaga formal
pada tingkat daerah melalui kewenangan lebih besar pada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) dan ditingkat Desa dengan pembentukan Badan Permusyawaratan
Desa (BPD).

Badan Permusyarawatan Desa (BPD) atau yang di sebut dengan nama lain
adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan
wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara
Demokratis. Anggota Badan Pemusyarawatan Desa merupakan wakil dari penduduk
desa berdasarkan keterwakilan yang pengisian nya di lakukan secara Demokratis.
Dengan demikian, pengisian Badan Permusyarawatan Desa dapat di proses melalui

pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan.?

Di sebutkan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa menyatakan Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk
desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
Berdasarkan Pasal tersebut, Badan Permusyawaratan Desa telah mengalami
pergeseran kedudukan, dimana Badan Permusyawaratan Desa bukan menjadi unsur
penyelenggara pemerintahan desa. Penyelenggara Pemerintah Desa adalah Kepala
Desa dibantu oleh perangkat desa, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa
dikatakan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Fungsi

pemerintahan tersebut antara lain menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,

2Ni’matul huda, Hukum Pemerintahan Desa, setara press, 2015, h.215



melaksanakan tugas pengawasan kinerja Kepala Desa, serta bersama-sama dengan

Kepala Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (raperdes).®

Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi strategis dalam penetapan
kebijakan desa serta pengawasan yang di lakukan nya kepada Pemerintah Desa
karena fungsi nya selaku badan pengawas. Pengawasan terhadap pelaksanaan
pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa Badan
Permusyawaratan Desa perlu di bentuk. Upaya pengawasan di maksudkan
mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam
penyelengaraan pemerintahan desa. Pasal 55 Undang-undang Desa menyatakan
bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahasan dan

menyapakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.*

Badan Permusyawaratan Desa juga berkewajiban untuk memperlancar
pelaksanaan tugas Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa
perlu meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang baik
dalam proses pembangunan Desa. Oleh karena itu, Badan Permusyawaratan Desa
yang anggotanya berasal dari masyarakat Desa tersebut dan di pilih secara
Demokratis di samping menjalankan fungsi nya sebagai tempat yang
menghubungkan antara Kepala Desa dengan masyarakat.” Pertemuan antara
Demokrasi Deliberatif dan pengambilan keputusan ini dapat ditunjukkan dalam

musyawarah desa, keterlibatan masyarakat oleh kedatangan warga secara resmi

*Galuh Candra Purnamasar, Pergeseran Fungsi Dan Kedudukan Badan Permusyawaratan
Desa Menurut | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Bpd Desa Kunjang),
Jurnal llmu Hukum, vol. 3 no. 2, 2019. h. 162

* Darmini roza. Peran badan permusyarawatan desa di dalam pembangunan desa dan
pengawasan keungan desa. VVol. 4. No. 3, 2017. H. 610-611

% Ainun mardiyah, Analisis peran badan permusyarawatan desa (bpd) dalam penyelengaraan
pemerintahan di desa pao kacamatan tombolopao kabupaten gowa, vol. 12, No. 2, 2019, h. 110



maupun tidak resmi dengan mengajukan usulan-usulannya didalam musyawarah desa

dalam hal ini Pembentukan Peraturan Desa.®

Bahkan, dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah
menegaskan bahwa: “Tidak seorang pun yang lebih banyak melakukan musyawarah
dengan para sahabatnya selain Rasulullah saw.” Setelah Rasulullah saw wafat,
praktik musyawarah tidak berhenti dan terus dipertahankan. Terbukti, pengangkatan
Abi Bakr al-Siddiq sebagai khalifah pertama (memerintah selama 3 tahun, 11-13
H/632-634 M), dilalui dengan proses musyawarah yang sangat alot dan pemilihan
yang menegangkan urat syaraf oleh para sahabat senior. Pada waktu itu, sekelompok
elite sahabat, berkumpul dalam pertemuan Saqifah Bani Sa‘idah. Selanjutnya, setelah
melewati perdebatan yang cukup panjang, kelompok sahabat tadi mengucapkan baiat
khusus kepada Abu Bakar. Esoknya, di Masjid Nabawi, Abu Bakar dibaiat secara
umum oleh mayoritas penduduk Madinah sebagai khalifah pertama. Sampai saat ini,
tradisi musyawarah tetap dilaksanakan oleh umat Islam dalam berbagai kegiatan

sosial kemasyarakatan.” Hal tersebut juga tertuang dalam Q. S. Ali-Imraan/3: 159
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Terjemahnya:

Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap
mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka
menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka,
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka
dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka
bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang
bertawakkal kepadanya™.®

® Nata Irawan, Tata Kelola Pemerintahan Desa era UU Desa, (Jakarta: Yayasan Pustaka
Obor Indonesia, 2017). h.35

" Hadis tersebut dikeluarkan oleh al-Turmuzi. dalil Abi ‘Tsa Muhammad bin ‘Isd bin
Saurah,Sunan al-Turmuzi(Bairut: Dar al-Fikr, 1988), Juz IV, h. 213.

8 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya,h. 90.



Berdasarkan ayat Al-Qur’an diatas yang dimana didalam hukum Islam kita
diajurkan ketika ingin membuat keputusan maka seharusnya dilakukan secara
musyawarah begitupun dengan dalam pembentukan peraturan desa yang ada di
Kecamatan Kulo maka kepala desa bersama Badan Permusyawaratan harus
melakukan musyawarah desa dengan menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat dalam

pengambilan keputusan mengenai pembentukan peraturan desa.

Demikian pula di Kecamatan Kulo yang merupakan salah satu Kecamatan yang
berada di Sidenreng Rappang yang diamana di dalam Kecamatan Kulo terdapat 6
desa yaitu desa Mario, desa Rijang Panua, desa Kulo, desa Maddenra, desa Bina Baru
dan desa Abbokongan. desa tersebut dalam pembentukan Peraturan Desa mengacu
pada Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 55 mengenai fungsi
dari Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan Desa yang dimana
Badan Permusyawaratan Desa ikut serta dalam memberi usulan dan meneyapakati
peraturan desa bersama Kepala Desa dengan berlangsunya proses pembentuka
peraturan desa, pemerintah desa harus mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang pembentukan produk hukum di
Desa, disini terdapat aturan dan tata cara dalam Pembentukan Peraturan Desa

sehingga Pemerintahan Desa harus memahami aturan tersebut.

Berdasarkan penjelasan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-
undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Maka ketentuan umum yang berlaku yakni
Badan Permusyawaratan Desa di desa pada Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng
Rappang sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di rasa belum berjalan
sebagaimana yang sudah diatur dalam Perundang-undangan yang berlaku, misalnya
dalam hal Pembuatan Peraturan Desa atau disingkat dengan PERDES seperti dalam
hal pengambilan keputusan rapat bersama masyarakat serta mensosialisasikan hasil
dari keputusan oleh Badan Permusyawaratan Desa tersebut belum berjalan dengan

sebagaimana mestinya.



Sebagaimana Realita yang dilihat dalam lapangan masih kurangnya peranan
Badan Permusyawaratan Desa di dalam pembentukan peraturan desa karena masih
kurangnya usulan-usulan dari Badan Permusyawaratan Desa yang disampaikan
berdasarkan dari tampungan aspirasi masyarakat yang ditemuinya oleh karena itu
masyarakat setempat mengharapkan aspirasi-aspirasinya agar dapat disampaikan di
dalam pembentukan peraturan desa dikarenakan dalam fungsi Badan Permusyawaran
Desa mereka bersama kepala desa membuat peraturan desa yang dimana peraturan
desa tersebut dibuat berdasarakan hasil dari tampungan aspirasi-aspirasi dari

masyarakat.

Sebagaimana di dalam Undang-undang No 06 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal
55 tedapat Fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa yang mempunyai Fungsi
Membahas dan menyapakati Rancangan Peraturan desa bersama Kepala Desa. Oleh
karena itu masyarakat desa Kulo sangat mengharapkan kinerja dari Anggota Badan
Permusyawaratan Desa agar dapat Berfungsi sebagaimana pada aturannya di dalam
Pembentukan Peraturan Desa karena dilihat dari kenyataannya sebagian masyarakat
desa Kulo Kabupaten Sidrap masih ada yang menganggap bahwa fungsi dari Anggota
Badan Permusyawaratan Desa belum menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya
dalam pembentukan peraturan desa.

Dari uraian Latar Belakang tersebut sehingga penulis menganggap bahwa hal
ini penting untuk diteliti Bagaimana Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan

Desa dalam Pembentukan peraturan desa di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap.

B. Rumusan Masalah
Bedasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka
peneliti bermaksud mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam

pembentukan peraturan Desa di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap?



2. Apa kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam
pembentukan peraturan Desa di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap?

C. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui dan memahami pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan
Desa dalam pembentukan peraturan desa di Kecamatan Kulo Kabupaten
Sidrap.
2. Mengetahui dan memahami kendala yang dihadapi Badan
Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di Kecamatan

Kulo Kabupaten Sidrap.

D. Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan teoritis
a) Sebagai salah satu referensi atau kajian pustaka untuk menambah
informasi bagi penelitianlainnya yang membahas masalah terkait atau
serupa dengan penelitian ini.

2. Kegunaan praktis

a) Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan wawasan tentang hukum
yang berlaku dan bagaimana peran pemerintah  dalam

mengimplementasikan suatu kebijakan.

b) Bagi pemerintah penelitian ini dapat dijadikan motivasi dan bahan
pertimbangan dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan aturan
undang-undang yang ada.

c) Bagi penelitian selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan sebagai

bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tujuan dari tinjauan hasil penelitian terdahulu yaitu untuk memperoleh
gambaran hubungan antara masalah yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya
sehingga penelitian yang sekarang tidak mengulangi apa-apa yang telah dilakukan.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Kamaluddin mahasiswa fakultas ilmu
Sosial Universitas Negeri Makassar dengan judul Peranan Badan Permusyawaratan
Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mattirowalie kecamatan tanete
riaja kabupaten barru. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini berfokus
pada fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Sedangkan perbedaannya penelitian tersebut cuma memakai prinsip hukum tata
negara sedangkan penelitian ini menggunakan prinsip-prinsip hukum tata negara
Islam..

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Nasrul hagq mahasiswa program studi
ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah
Makassar dengan judul Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap alokasi
dana Desa di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Persamaan
dari penelitian ini yakni sama-sama membahas fungsi pengawasan Badan
Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas kepala desa.
Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya yang diamana dalam penelitian
Nasrul hag Cuma berfokus pada fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa
sedangkan penelitian ini berfokus pada fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam

Membahas dan menyapakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Soleman andrya dapakuri mahasiswa
sekolah tinggi pembangunan masyarakat desa “APMD” Yogyakarta dengan judul

pelaksanaan fungsi BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kemiri,



Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul. Persamaan dari penelitian tersebut
dengan penelitian ini yakni bagaimana Badan Permusyawaratan Desa selaku wakil
masyarakat menjalankan fungsi kontrol eksekutif yang selama ini didominasi oleh
kepala desa. Perbedaannya terletak pada teori yang digunakan dalam penyelesaian

penelitian ini.

B. Tinjauan Teori
1. Teori Negara Hukum

Menurut Immanuel Kant menjelaskan makna negara hukum sebagai penjaga
malam, artinya bahwa tugas negara hanya sebatas menjaga dan melindungi hak-hak
rakyat. Oleh sebab itu, maka dikatakan bahwa konsepsi negara hukum sebagaimana
yang dicita-citakan Immanuel Kant, sesungguhnya merupakan konsepsi pemaknaan
negara hukum dalam arti sempit, klasik atau kuno, yaitu negara dimana tugas negara
hanya menjaga keamanan dan ketenteraman dengan membuat hukum, melaksanakan
hukum, sedangkan tugas-tugas lainnya, seperti dalam tugas bidang pendidikan dan
pengajaran, keagamaan, pertanian dan tugas lainnya menjadi tugas para warga negara
perorangan. Immanuel Kant menciptakan pengertian negara hukum dalam makna
sempit yang merupakan paham individualisme, yaitu paham yang mengutamakan
kepentingan perorangan dan paham liberalisme, yaitu paham yang mengutamakan
kebebasan perorangan, sementara sejumlah paham dimaksud tidak selamanya akan
selalu menjadi pilihan terbaik bagi suatu negara, khususnya pada era modern yang
lebih menonjolkan kehidupan demokratis saat ini.°

Pemerintahan sangat dibutuhkan dalam bernegara karena mengatur rakyat,
mengayomi rakyat dan melindungi hak rakyat.’® Agar tujuan nasional dapat tercapai,
pelaksanaan aturan-aturan dasar konstitusi dalam praktek kehidupan berbangsa dan

®Janpatar Simamora, tafsir makna negara hukum dalam perspektif Undang-undang dasar
negara republik Indonesia tahun 1945, jurnal dinamika hukum, vol. 14 no. 3, 2014. h. 550

19 Badduzzaman Nawawi, S. Ag., M.H., Pengantar ilmu Hukum, (Yogyakarta: Cv. Citra Wira
Karya, 2019), h, 23.
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bernegara menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi, oleh karena itu konstitusi harus
dikawal dengan pengertian agar selalu dilaksanakan.

Sesuai dengan pengertian Negara Hukum, dimana setiap tindakan
penyelenggaraan negara serta warga negara harus dilakukan berdasarkan dalam
koridor Hukum, maka yang harus mengawal konstitusi adalah segenap penyelenggara
Negara dan seluruh warga negara dengan cara menjalankan wewenang, hak dan
kewajiban konstitutionalnya. Apabila setiap pejabat dan aparat penyelenggara negara
telah memahami Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan wewenangnya
berdasarkan hukum, kebijakan dan tindakan yang dihasilkan adalah bentuk
pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945."

Adapun ciri khas negara hukum yang ada di Indonesia yaitu:
Hukumnya yang bersumber kepada Pancasila.
Berkedaulatan rakyat.

Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi.

Persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan.

Kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya.

© ok~ N oE

Pembentukan Undang-undang oleh Presiden bersama-sama dengan Dewan
Perwakilan Daerah (DPR).
7. Dianutnya sistem MPR.

Konsep Negara Hukum juga bermakna sebagai Negara Kekuasaan dan juga
mengandung dalam pengertian adanya prinsip yang supremasi hukum dan Konstitusi
dianutnya konsep pemisahan dengan pembatasan Kekuasaan menurut sistem
konstitutional yang diatur dalam Undang-undang Dasar. Yang dimana dalam
Undang-undang Dasar terdapat adanya suatu jaminan Hak asasi manusia tersebut
yang terdapat dalam Undang-undang dasar. Dengan adanya prinsip pradilan yang

bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan tiap warga negara dalam

Atang Hermawan Usman, kesadaran Hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor
tegaknya Negara Hukum di Indonesia, jurnal wawasan Hukum, vol. 30 no. 30, 2014. h. 27
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hukum, serta menjaminkeadilan bagi setiap orang termasuk dalam adanya
penyalagunaan kewenangan oleh pihak yang berkuasa.

Mengenai Paham Negara Hukum dengan demikian, pada dasarnya hukum
itulah sendiri yang akan menjadi penentu segalanya yang sesuai dengan prinsip
Demokrasi dan Doktrin. dengan adanya pengakuan bahwa hukum itu mempunyai
suatu Kedudukan tertinggi dengan adanya persamaan antara hukum dengan
pemerintan  dan berlakunya asas legalitas segala bentuknya dalam kenyataan
praktek.'

Negara hukum terdapat hal-hal yang penting yaitu:

1. Mengenai pemerintah didalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus
melihat landasan berdasarkan hukum atau peraturan Perundang-undangan yang
ada.

2. Harus adanya jaminan mengenai hak-hak asasi manusia.

3. Adanya pembagian kekuasaan dalam Negara.

4. Terdapat pengawasan dari badan-badan peradilan.

Negara hukum memiliki hal-hal yang penting bahwasanya adanya pembatasan
kekuasaan dari hukum, mengenai segala sikap, tingkah laku dan perbuatan, yang
dimana pembatasan kekuasaan tersebut baik dilakukan oleh penguasa kekuasaan
maupun oleh warga negara semuanya harus memiliki batasan tindakan sewenang-

wenang dari penguasa negara.

2. Teori Pemerintahan Daerah

Sistem pemerintahan menurut Sarundajang adalah sebutan dari bentuk
pemerintahan. Hal didasari dari pemikiran bahwa bentuk Negara adalah peninjauan
secara sosiologis, sedangkan secara yuridis disebut bentuk pemerintahan yaitu sistem
yang berlaku yang menentukan bagaimana hubungan antara alat perlengkapan Negara

diatur oleh Konstitusi. Sistem pemerintahan dengan konsep sistem yaitu sebagai

12 Zulkarnain Ridlwan, Negara Hukum Indonesia Kembalikan Nachtwachterstaat, jurnal llmu
Hukum, vol. 5 no. 2, 2012. h. 143
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suatu susunan atau tatanan berupa struktur yang terdiri dari bagian-bagaian atau
komponen-komponen yang berkaitan satu sama lain secara teratur dan terencana
untuk mencapai tujuan.*®

Pemerintahan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-
kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta
pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan.
Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaaan
dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan
negara.

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang
meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan
negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik
yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.*

Pemerintah daerah merupakan pihak yang menjalankan tugas Pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan masyarakat dituntut untuk melakukan transparansi dan
akuntabilitasterhadap pengelolaan keuangan agar tercipta pemerintahan yang bersih.
Dalam pengukuran Kinerja pemerintahanbahwa fungsi pengukuran Kinerja dapat
menjelaskan mengenai:

1. Evaluasi bagaimana program tersebut berjalan.
2. Sarana perbandingan atas pelayanan yang diberikan.
3. Alat komunikasi dengan publik.

Tuntutan kinerja keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan karena adanya
fakta bahwa masih buruknya kinerja pemerintah daerah di Indonesia dapat terlihat
dengan pemeriksaan yang ada dalam Pemerintahan Daerah. Ukuran pemerintah
daerah menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Apabila suatu daerah memiliki ukuran yang besar, maka tuntutan masyarakat, akan

¥ Muliadi anagkota, klasifikasi sistem pemerintahan perspektif pemerintahan modern
kekinian, jurnal ilmu pemerintahan, vol. 3 no. 2, h 150
Yhttps://jatim.bps.go.id/subject/101/pemerintahan.html, (diakses pada 19 oktober 2021)
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akuntabilitas dan semakin besar sehingga akan menmpengaruhi kinerja Pemerintah
Daerah.”

3. Teori Demokrasi

Menurut Jean Jaques Rousseau, Demokrasi adalah sebuah tahapan atau sebuah
proses yang harus dilalui oleh sebuah negara untuk mendapatkan kesejahteraan.
Pernyataan Rousseau ini seakan mengatakan, bahwa demokrasi bagi sebuah negara
adalah sebuah pembelajaran menuju ke arah perkembangan ketatanegaraan yang
sempurna. Padahal disadari oleh Rousseau, bahwa kesempurnaan bukanlah milik
manusia. Oleh karenanya, yang menjadi ukuran ada tidaknya sebuah demokrasi
dalam sebuah negara bukan ditentukan oleh tujuan akhir, melainkan lebih melihat
pada fakta tahapan yang ada. Demokrasi akan berjalan sesuai dengan perkembangan
zaman dan akan sangat dipengaruhi oleh faktor budaya sebuah negara. Dengan begitu
Rousseau seolah ingin mengatakan bahwa jika menempatkan demokrasi secara kaku
dan ideal, tidak akan pernah ada demokrasi yang nyata dan tidak akan pernah ada
demokrasi.

Adapun menurut Hans Kelsen Uraiannya tentang Demokrasi menjadi lebih
tertata dan terstruktur. Ini untuk membuktikan, bahwa demokrasi adalah sebuah
proses yang berkelanjutan menuju kesempurnaan. Awal dari datangnya ide demokrasi
menurut Hans Kelsen adalah adanya ide kebebasan yang berada dalam benak
manusia. Pertama kali, kosakata “kebebasan” dinilai sebagai sesuatu yang negatif.
Pengertian “kebebasan” semula dianggap bebas dari ikatan-ikatan atau ketiadaan

terhadap segala ikatan, ketiadaan terhadap segala kewajiban.*

1> Dwi saraswati, S.pd, m.si, Pengaruh Pendapatan asli Daerah, ukuran Pemerintah Daerah,
liverage, terhadap kinerja keuangan pemerintah Daerah, jurnal akuntansi bisnis dan publik, vol. 9
no.2, 2019, h110-111

8 HM. Thailhah, Teori Demokrasi dalam wacana ketatanegaraan perspektif pemikiran hans
kelsen, Jurnal hukum, Vol. 16 no. 3, 2009, h. 414-415
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Adapun teori Demokrasi dalam Islam sebagaimana Menurut Al-maududi
theodemokrasi yaitu suatu pemerintahan Demokrasi yang berdasarkan ketuhanan,
karena dalam pandangan Al-maududi disini pemerintahan ini rakyat islam diberi
kedaulatan terbatas dibawah wewenang Allah SWT. Konsep ini dimajukan karena
manusia adalah hambanya yang harus menghambakan diri kepadanya, baik untuk
urusan diri maupun urusan masyarakatnya. Meskipun perjalanan umat manusia
mengalami pasang surut, syariat Islam bersifat kekal abadi. Al maududi menyatakan:

“syariat ini adalah kekal. Undang-undangnya tidak disusun bedasarkan adat
suatu ummat yang khas atau lingkungan sesuatu jaman yang terbatas. Bahan ia
disusun diatas fitrah kemanusiaan.oleh karena fitrah ini tetap ada pada setiap masa
atau suasana, demikian juga adalah wajar jika undang-undang yang disusun diatasnya
kekal adanya pada setiap masa tau suasana.

Pandangan Al-maududi tersebut membawa pada satu kesadaran universalise
islam. Islam bukanlah satu tatanan yang sifatnya sementara, terbatas oleh ruang dan
waktu, namun ia berlaku untuk semua ummat manusia dimanapun dan kapan pun.*’

Menurut Dhiya’uddin Ar-Rais terdapat beberapa sisi kesamaan antara islam dan
Demokrasi. Pertama, jika yang dimaksud dengan Demokrasi sebagaimana yang
dikemukakan Abraham Lincoln adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh
rakyat dan untuk rakyat, pengertian ini juga terdapat dalam pemerintahan Islam,
dengan pengecualiaan bahwa rakyat harus memahami Islam secara komprenshif.
Kedua, jika yang dimaksud dengan demokrasi adalah hak-hak dasar politik atau
sosial tertentu, seperti asas persamaan dihadapan Undang-undang, kebebasan berfikir
dan berkeyakinan, pemerataan kesejahteraan sosial dan lain sebagainya, atau
memberikan hak-hak tertentu, seperti hak untuk hidup, bebas dan mendapatkan
pekerjaan, serta hak-hak lainnya. Hak-hak tersebut semuanya dijamin dalam Islam.
Namun, dalam pandangan Islam hak tersebut, secara alami terkadang bisa beragam,

terkadang Islam memandang hak-hak tersebut sebagai hak-hak Allah dan terkadang

"Bambang saiful Ma’arif, Demokrasi dalam islam pandangan AL-maududi, vol. 19 no. 2,
2003. h. 8
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menganggapnya sebagai hak-hak bersama antara Allah dan hamba-hambanya.
Bahkan Islam menetapkan bahwa hak-hak merupakan dasar-dasar dari segala sesuatu
atau sebagai undang-undang yang diletakkan Allah karena ada eksistensi atau fitrah
manusia. Ketiga, apabila Demokrasi dipahami sebagai pemisahan kekuasaan dalam
lembaga pemerintahan, seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ini juga ada dalam
islam. Dalam Demokrasi kekuasaan legislatif sebagai reprentasi dari rakyat, terpisah
dari kekuasaan eksekutif yang dipahami oleh seorang Imam atau presiden. Dalam
Islam lemabaga syura atau pembuat undang-undang yang berdasarkan Al-Qur’an dan
Hadits atau Ijma dan ljtihad. Dengan demikian pembuat Undang-undang atau hukum

tersebut terpisah dari imam atau pemimpin dalam suatu Negara.*®

4. Teori Struktural Fungsional

Menurut Emile Durkheim Struktural Fungsional pada dasarnya Manusia adalah
makhluk sosial. Makhluk sosial itu sendiri dapat diartikan sebagai setiap manusia
pasti akan melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Dengan interaksi itu,
hubungan manusia satu dengan manusia lainnya akan terjalin dengan baik, interaksi
sosial ini sudah terjadi mulai dari lingkungan keluarga, kemudian lingkungan
kampus, lingkungan pekerjaan dan lain-lain. Hampir semua aktifitas yang dilakukan
oleh setiap manusia membutuhkan interaksi sosial dengan orang lain.*

Pendidikan dalam teori struktural fungsional merupakan suatu integrasi antara
pendidikan dan masyarakat, dalam hubungan ini dapat dilihat bagaimana masyarakat
memengaruhi pendidikan dan juga sebaliknya, bagaimana pendidikan memengaruhi
masyarakat. Dalam hubungan dengan penerapan teori struktural fungsional secara
lebih luas, Talcot Parsons menjelaskan prinsip-prinsip integritas, stabilitas dan

konsensus melalui dua fungsi utama dalam sekolah, yaitu sosialisasi dengan seleksi.

¥Muhamad Taufik, Islam dan Demokrasi, jurnal studi ilmu pengetahuan Sosial, vol. 1 no. 1.
h. 7-8

Bhttps://www.gramedia.com/literasi/teori-struktural-fungsional/  (diakses padal2 februari
2022)
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Sosialisasi adalah proses pengembangan individu agar memiliki kemampuan dan
kesiapan untuk melakukan tugas dan perannya dalam masyarakat.”

Fungsionalisme struktural yang dimaksud oleh person yang kemudian
dikembangkan oleh sosiolg-sosiolog Eropa kemudian dibuat teori ini bersifat
Empiris, positivitas dan ideal. Ada perkataan yang mengatakan bahwa tindakan
Manusia bersifat sukarela atau Voluntaristik. Dengan ini maka dimaksud bahwa
tindakan-tindakan yang dimaksud di dasarkan oleh dorongan kemauan dengan
memahami nilai, ide dan Norma yang telah disepakati secara bersama. Tindakan
sesorang yang secara individu semu memiliki kebebasan dalam menetukan alat atau
sarana yang diperlukan dalam mencapai tujuan yang dipengaruhi oleh lingkungan
atau kondisi-kondisi dan apa yang dipilih kemudian dikendalikan nilai dan norma
tersebut. Tindakan tersebut telah di jelakan bahwa unsurnya sudah pasti sedanglan
unsur-unsur yang lain dapat digunakan dalam mencapai tujuan. Dengan itu tindakan
tersebut diasumsikan sebagai kenyataan sosial.*

Adapun ciri khas dari strukturan fungsional yaitu berupa gagasan kebutuhan
masyarakat. Masyarakat sama dengan organisme biologis karena memiliki kebutuhan
dasar yang harus dipenuhi agar manusia dapat menjalankan kehidupan dan fungsnya
dengan baik.

Teori struktural fungsional mengutamakan pandangan harmonisasi dan regulasi
yang dapat dikembangkan lebih jauh yaitu:

1. Masyarakat disini harus dilihat sebagai suatu sistem yang kompleks.

2. Setiap pembagian dari masyarakat memiliki fungsi penting dalam

eksistensinya dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan.

3. Semua masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengintegrasikan diri.*

20 Rahmi juwita, perkembangan Teori Struktural Fungsional, jurnal kajian sosiologi dan
pendidikan, vol. 3, no. 1, 2020, h. 6

! Akhmad Rizqi Turama, Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons, Jurnal
System UNPAM, h. 67

2 https://www.kompasiana.com/nurulwidad/54f74b5fa333113a2c8b45b1/teori-struktural-
fungsional (diakses pada 3 agustus 2022)



https://www.kompasiana.com/nurulwidad/54f74b5fa333113a2c8b45b1/teori-struktural-fungsional
https://www.kompasiana.com/nurulwidad/54f74b5fa333113a2c8b45b1/teori-struktural-fungsional
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C. Kerangka Konseptual
1) Badan Permusyawaratan Desa
a. Pengertian Badan Permuayawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan unsur penyelenggara
pemerintah desa. BPD adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dianggap sebagai
parlemennya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi
daerah di Indonesia.

Pasal 30 PP Nomor 72 Tahun 2005 menyatakan bahwa: Anggota BPD
adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan
wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga,
pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka
masyarakat lainnya.?

b. Fungsi Badan Permusyawaran Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 61 ayat 2 BPD merupakan
lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang
berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menampung
aspirasi masyarakat, BPD melaksanakan tugas pengawasan kinerja kepala
desa, serta bersama-sama dengan kepala desa membahas dan menyepakati
Rancangan peraturan Desa ( PerDes).

Badan Pepmusyawaratan Desa sebagai badan permusyawaratan yang
anggotanya berasal dari masyarakat desa tersebut dan dipilih secara
demokratis. Disamping menjalankan fungsinya sebagai tempat yang
menghubungkan, antara Kepala Desa dengan masyarakat. Dengan adanya
BPD diharapkan penyampaian aspirasi masyarakat dalam melaksanakan tugas

pengawasan pembangunan fisik desa yang selaras dengan kebijakan kepala

2Heri kusmanto, peran Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan partisipasi
politik Masyarakat, jurnal ilmu pemerintahan dan sosial politik, vol. 1 no. 1, 2013. h.42
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desa dalam pelaksanaan tugas. Dalam hal ini tugas Badan Permusyawaratan
Desa adalah mengawasi penyelenggaraan pembangunan fisik desa yang
dikelola oleh kepala desa selaku pemerintah desa.*
c. Tugas Badan Permusyawaratan Desa

Adapun tugas BPD adalah menyelenggarakan musyawarah Desa
(musdes) yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa yang diikuti oleh Pemerintah
Desa dan Pemerintah Desa juga sebagai penyelenggara Desa. *BPD dan
Unsur Masyarakat dalam rangka membahas dan memutuskan hal-hal yang
bersipat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yang meliputi
penataan Desa, perencanaan Desa, kerja sama Desa, rencana investasi yang
masuk ke Desa, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, penambahan dan
pelepasan Aset Desa dan Kejadian luar biasa. Hasil musyawarah Desa dalam
bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah Desa
dijadikan pegangan bagi Pemerintah Desa BPD dan lembaga Desa lain dalam
pelaksanaan tugasnya.?®
d. Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa

Adapun hak dan kewajiban BPD menurut PP Nomor 72 Tahun 2005
yaitu Pasal 36, BPD mempunyai hak meminta keterangan kepada pemerintah
desa menyatakan pendapat. Pasal 37, Anggota BPD mempunyai hak
mengajukan  rancangan  peraturan desa  mengajukan  pertanyaan,
menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, dan memperoleh

tunjangan.

**Karlos Mangoto, fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan di lesah kecamatan tagulandang kabupaten kepulauan sitaro, jurnal
ilmu politik, vol 3, no. 1, 2016

% H. Syafa’at Anugrah. S.H., M.H.. Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah, (Depok: Pt
Rajagrafindo Persada, 2018). h.26.

K haeril anwar, Hubungan kerja antara kepala desa dengan Badan Permusyarawatan Desa
(BPD) Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, jurnal 1US, Vol. 3 no. 8, 2015. h.
211
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Anggota BPD mempunyai kewajiban mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dan mentaati segala peraturan Perundang-undangan, melaksanakan kehidupan
demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, mempertahankan dan
memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia, menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti
aspirasi masyarakat, memproses pemilihan Kepala Desa, mendahulukan
kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan,
menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat-istiadat masyarakat setempat
dan menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga
kemasyarakatan.?’

2) Pemisahan Kekuasaan

Prinsip pemisahan kekuasaan dibedakan dalam tiga bagian oleh
montesquieu yang kemudian pemisahaan kekuasaan tersebut kemudian dikenal
dengan teori Trias Politica.”®

Pada pokoknya ajaran Trias Politica isinya tiap pemerintahan negara
harus ada 3 (tiga) jenis kekuasaan yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif,
sebagai berikut:
a. Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan legislatif (legislative power) adalah kekuasaan membuat
Undang-undang. Kekuasaan untuk membuat undang-undang harus terletah
dalam suatu badan khusus untuk itu. Jika penyusunan Undang-undang tidak
diletakkan pada suatu badan tertentu , maka akan mungkin tiap golongan atau

tiap orang mengadakan undang-undang untuk kepentingannya sendiri.

*"Heri kusmanto, Peran Badan Permusyawaratan daerah dalam meningkatakan partisipasi
politik masyarakat, jurnal ilmu pemerintahan dan sosial politik, vol 1, no. 1, 2013. h. 43

83uparto, pemisahan kekuasaan, konstitusi dan kekuasaan kehakiman yang independen
menurut islam, jurnal selat, vol. 4 no. 1, 2016. h. 116
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Suatu negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi yang
peraturan perundangan harus berdasarkan kedaulatan rakyat, maka badan
perwakilan rakyat yang harus dianggap sebagai badan yang mempunyai
kekuasaan tertinggi untuk menyusun Undang-undang dan dinamakan
“Legislatif”.?

Secara umum dapat dijelaskan bahwa Lembaga Legislatif adalah suatau
Lembaga atau Dewan yang memiliki tugas dalam suatu negara. Lembaga
legislatif tersebut dapat disebut dengan Lembaga Legislator. Pada dasarnya
lembaga legislatif tersebut merupakan suatu Kekuasaan yang diberikan dari
bada untuk Membuat Undang-undang, dengan adanya Lembaga tersebut
bertujuan untuk membuat peraturan Perundang-undangan demi untuk
kesejahteraan masyarakat bersama.

Peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif memiliki suatu kekuatan
yang diamana peraturan tersebut mengikat dan harus ditaati, dengan demikian
Peraturan yang wajib dibuat oleh Lembaga Legislatif menyangkut dari aspek
bidang ekonomi, politik, hukum, keamanan, budaya, penyiaran, pajak dan
sebagainya.

Fungsi utama Lembaga Legislatif adalah Membuat Undang-undang.
Disetiap suatu Negara-negara yang dimana dalam Lembaga Legislatifnya
berbeda-beda ada yang menerapkan sistem satu majelis dan dua majelis.
Majelis yang dimaksud tersebut diklasifikasikan kembali menjadi majelis
rendah dan majelis tinggi.

Fungsi dari keberadaan badan Legislatif di antaranya yaitu sebagai
berikut:

1) Menentukan kebijakan dan Membuat Undang-undang. Maka dari itu

Lembaga Legislatif diberikan suatu hak yang inisiatif, hak untuk

2Efj yulistyowati, penerapan konsep trias politica dalam sistem pemerintahan republik
indonesia: studi komporatif atas undang-undang dasar tahun 1945 sebelum sesudah amandeme, jurnal
dinamika sosial budaya, vol. 18 no. 2, 2016. h. 333-334
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mengadakan amandemen terhadap rancangan Undang-undang yang disusun
oleh Pemerintah.

2) Mengontrol badan eksekutif dalam hal ini yang dimaksud maka Lembaga
Legislatif mengawasi Kinerja dari Lembaga Eksekutif agar kinerja dari
Lembaga Eksekutif harus sesuai degan kebijakan-kebijakan yang telah di
tetapkan.®

Dalam konteks pemerintahan desa, Badan permusyawaratan Desa
merupakan lembaga legislatif Berdasarkan peraturan Perundang - undangan
yang ada, Pemerintah Desa dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa. Peran
vital Badan permusyawaran desa sebagai penerus aspirasi masyarakat serta
memperjuangkan masyarakat di dalam pemerintahan desa. Artinya, Badan
permusyawaratan desa bukanlah lembaga yang dapat dengan begitu saja
disepelekan, melainkan Kepala Desa harus senantiasa bekerja sama dengan
Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan desa.*

b. Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif dipegang oleh lembaga eksekutif. Di negara-negara
demokratis, lembaga eksekutif biasanya terdiri atas kepala negara yaitu
presiden, beserta menteri-menterinya. Lembaga eksekutif dalam arti luas juga
mencakup para pegawai negeri sipil dan militer.

Dengan sistem presidensial menteri-menteri merupakan pembantu
presiden dan langsung di pimpin olehnya, sedangkan dalam sistem parlementer
para menteri dipimpin oleh seorang perdana menteri. Dalam sistem parlementer
pula perdana menteri beserta menteri-menterinya dinamakan bagian dari badan
eksekutif yang bertanggung jawab, sedangkan raja dalam monarki

konstitusional dinamakan “bagian dari badan eksekutif yang tidak dapat

% Nurul Huda. Hukum Lembaga Negara, (Bandung: PT Refika Aditama, 2020). h.60
*'Elly nurlia, lemahnya badan permusyarawat desa (BPD) dalam melaksanakan pemerintah
desa, jurnal ilmu pemerintahan, vol.3 no.1, 2007. h. 37-39
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diganggu gugat (the king can do no wrong)”.*Sebagaimana dalam tingkat Desa
kepala Desa sebagai lembaga eksekutif yang harus mampu melayani
masyarakat dengan baik serta bersama BPD turun kemasyarakat untuk
memperhatikan masyarakat.

c. Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang
berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan
peradilan kepada rakyatnya. Badanyudikatif adalah yang berkuasa memutus
perkara, menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran undang-undang
yang telah diadakan dan dijalankan. Di Indonesia berdasarkan Pasal 24
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen adalah Mahkamah
Agung (MA).*

Lembaga yudikatif atau lembaga peradilan merupakan lembaga
pemerintah yang memiliki fungsi untuk mengawasi Undang-undang dasar yang
berlaku, keberadaan kekuasaan kehakiman tidak dapat dipisahkan karena
lembaga peradilan merupakan lembaga yang menjalankan kekuasaan
kehakiman di Indonesia, peradilan dibentuk sebagai alat penegak hukum,
pemeriksa bahan, penyelesaian sengketa serta untuk mengesahkan atau

membatalkan peraturan-peraturan yang bertentangan dengan dasar negara.*

3) Penyelenggaraan Pemerintahan

Menurut Sarundajang, Di dunia ini terdapat sistem pemerintahan dimana
ada hubungan yang erat antara kekuasaan eksekutif dengan parlemen. Kedua
lembaga ini saling tergantung satu dengan yang lainnya. Eksekutif yang

*2Wery gusmansyah, trias politica dalam perspektif fikih siyasah, jurnal pemerintahan dan
politik islam, vol. 2, 2017. h. 127

*3Christiani junita umboh, penerapan konsep trias politica dalam sistem pemerintahan
republik indonesia, lex administratum, vol. 8, no.1, 2020, h. 132

3 https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/03/25/04000061/lembaga-yudikatif-dan-
kekuasaan-kehakiman-di-indonesia, (diakses pada 3 agustus 2022)



https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/03/25/04000061/lembaga-yudikatif-dan-kekuasaan-kehakiman-di-indonesia
https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/03/25/04000061/lembaga-yudikatif-dan-kekuasaan-kehakiman-di-indonesia
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dipimpin oleh seorang Perdana Menteri dibentuk oleh Parlemen dari
Partai/Organisasi yang mayoritas di Parlemen. Kemudian, sistem pemerintahan
dimana ada pemisahan yang tegas antara lembaga legislatif (Parlemen dengan
lembaga eksekutif dan juga dengan lembaga judikatif). Selain itu juga sistem
pemerintahan dengan pengawasan langsung oleh rakyat terhadap lembaga
legislatif. Dalam sistem ini parlemen tunduk kepada kontrol langsung dari
rakyat. Selain ketiga itu terdapat juga sistem pemerintahan yang memadukan
tiga sistem tersebut yang disebut dengan sistem pemerintahan campuran. Untuk
lebih jelasnya berbagai sistem pemerintahan tersebut akan di uraikan secara
lengkap pada bagian jenis sistem pemerintahan.®

Pemerintahan yang baik (good govermance) adalah merupakan proses
menyelenggarakan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public
good and service disebut “good govermance” (kepemimpinan yang baik). Agar
good govermance menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka
dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintahan dan
masyarakat.

Suatu sistem good govermance di dalam sistem pemerintahan beriorentasi
diantara lain yaitu:
a) Orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional.
b) Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efesien

dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional.
c) Pengawasan. Indonesia semangat untuk menerapkan prinsip-prinsip good
govermance menegedepankan setelah peristiwa reformasi.*

Pemerintah dan BPD merupakan penyelenggaraan pemerintahan desa

yang mempunyai peran Yyang sangat penting dalam penyelnggaraan

Pemerintahan Desa. Dengan adanya Undang-undang nomor 6 tahun 2014

*Muliadi anangkota, klasifikasi sistem pemerintahan perspektif pemerintahan modern
kekinian, jurnal ilmu pemerintahan, vol. 3, no. 2, h. 150

**pytra astomo, penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan
pemerintahan, jurnal ilmu hukum, no. 64, 2014. h.410
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tentang desaini dalam pelaksanaannya dituntut untuk mencerminkan otonomi

asli Desa, Demokratisasi, Partisipasi dan keanekaragaman sebagai landasan

pemikiran Desa.*’

Adapun sinergitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa berbasis Village
Welfare Society (VWS) secara operasional dapat diwujudkan melalui “master
plan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berbasis Village Welfare Society
(VWS)” yang akan menjadi acuan dalam penyusunan berbagai program
pengembangan Desa dengan banyak melibatkan pelaku dan masyarakat .
Adapun muatan yang terkandung didalamnya adalah:

1. Aspek Hukum dan Kebijakan yang mendorong penataan lembaga
kemasyarakatan Desa dalam sistem pembangunan tata pemerintahan yang
berkelanjutan.

2. Aspek peningkatan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam penambilan
keputusan kebijakan pemerintah Desa.

3. Aspek kelembagaan, koordinasi dan kemitraan antar kelompok masyarakat
melalui penataan lembaga kemasyarakatan Desa demi peningkatan
aksebilitas masyarakat terhadap inovasi teknologi, perkreditan, sarana
produksi, maupun informasi pasar.

4. Aspek dukungan insfrastruktur pendukung dari sektor non pertanian (pasar,
irigasi, jalan, listrik, dll).*®

Dari beberapa penjelasan diatas dapat dikatakan bahwasanya masyarakat
sangat memerlukan sistem pemerintahan yang jujur yang bisa membuat
masyarakat merasakan pelayanan yang baik, maka dari itu masyarakat
memngharapkan mekanisme bekerjanya Lembaga eksekutif bisa berjalan
sesuai dengan keinginan masyarakat serta aspirasi-aspirasi masyarakat bisa

dilaksanakan dengan baik.

¥"Youla C Sajangbati, penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan undang-undang
nomor 6 tahun 2014, vol 3. no. 2. H. 31

*8sutrisno Purwohadi Mulyono, sinergitas penyelenggaraan pemerintahan Desa pasca
pemberlakuaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, no. 3, 2014. H.443-444
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D. Kerangka pikir
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat skema kerangka pikir penelitian berikut:

Bagan Kerangka Pikir

Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan
Desa dalam pembentukan peraturan Desa di
Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng
Rappang

l l

Kendala yang dihadapi
Badan Permusyawaratan
Desa dalam
pembentukan peraturan
Desa di Kecamatan Kulo
Kabupaten Sidenreng
Rappang

pelaksanaan fungsi Badan
Permusyawaratan Desa
dalam pembentukan
peraturan Desa di
Kecamatan Kulo
Kabupaten Sidrap

Terwujudnya kontrol Pengawasan Badan
Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan
Peraturan Desa

Gambar 2.1. kerangka fikir



BAB IlI
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menggunakan analisis data
induktif, yang kemudian diolah dengan pendekatan normatif, yang analisisnya
didasarkan pada prinsip-prinsip hukum tata negara, artinya penelitian yang
menggunakan studi deskriptif dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi.
Metode ini mengkaji semua data yang dikumpulkan, baik data primer maupun data
sekunder. Analisis data dalam pembahasan diawali dengan hal-hal deskriptif sebagali
berikut: jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data yang
digunakan, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menganalisis sumber data melalui kualitatif dan selanjutnya di
deskriptifkan dalam penulisan yang membahas berbagai fenomena secara naturalistik
untuk mendapatkan pemahaman yang terekstrapolasi tentang pokok pembahasan,
penelitian kualitatif berusaha mendapatkan pencerahan, pemahaman terhadap suatu

fenomena dan ekstrapolasi pada situasi yang sama.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian
Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah di Kecamatan Kulo Kabupaten
Sidrap. Lokasi ini dipilih karena mudah dijangkau oleh peneliti sehingga proses dan

pengambilan data akan berjalan efektif.
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Gambar 3.1. Peta Wilayah Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng

Rappang

Sumber data: Kantor Desa Kulo kecamatan Kulo

Gambar diatas merupakan gambaran peta wilayah kecamatan Kulo yang
merupakan lokasi penelitian yang dilakukan oleh si penulis yang tepatnya di
Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. Letak Kecamatan Kulo Kabupaten
Sidenreng Rappang memiliki batas-batas yaitu Sebelah utara Kabupaten Enrekang,
Sebelah Timut Kecamatan Panca Rijang, Sebelah selatan Kecamatan Baranti dan
Panca Rijang Sebelah Barat Kabupaten Pinrang dan Kecamatan Baranti.

2. Waktu Penelitian
Waktu penelitian dilaksanakan dengan jangka waktu 3 mulai dari tanggal 15
maret 2022 sampai tanggal 15 mei 2022.

C. Fukus Penelitian
Penelitian ini berfokus pada Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaran Desa

dalam pembentukan peraturan Desa di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap.
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D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari seluruh keterangan yang
diperoleh dari hasil wawancara serta dokumen-dokumen baik dalam bentuk primer
maupun dalam bentuk sekunder. Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi

menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.
1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan
di catat untuk pertama kalinya. Dengan kata lain, data, data lain diambil oleh peneliti
secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga,
keempat dan seterusnya, dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari
lapangan baik yang berupa observasi maupun berupa hasil wawancara tentang
pelaksanaan fungsi BPD dalam pembentukan peraturan desa di Kecamatan Kulo
Kabupten Sidrap. Data primer dalam hal ini di peroleh dari sumber individu atau
perorangan yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti dalam hal ini

Badan Permusyawaratan Desa, peangkat desa dan Masyarakat.
2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang dukumpulkan dan dilaporkan dari instansi atau
data yang diproleh dari tulisan orang lain sebagai pelengkap sumber data primer. Data
sekunder tersebut dapat di peroleh berbagai sumber seperti dokumentasi, buku, hasil

penelitian berwujud laporan, jurnal, internet dll.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data-data yang
terkait sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni langsung dari
lokasi penelitian (field research) agar memperoleh data-data yang akurat dan kredibel

yang terkait dengan objek penelitian, yakni sebagai berikut:
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1. Pengamatan (observasi)

Pengamatan (Observasi) merupakan suatu aktivitas terhadap suatu objek secara
cermat dan langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai
gejala-gejala yang diteliti*. Pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa semua
kegiatan aktivitas di lokasi penelitian akan diamati secara saksama untuk mendukung

data analisis penulisan.
2. Wawancara (Interview)

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung
antara dua orang dalam situasi saling berhadapan dengan seorang, yaitu yang
melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang

memberi informasi yang mengetahui persis data yang mau diteliti*’.

Pemahaman tersebut diatas memberikan gambaran bahwa teknik wawancara
merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi antara narasumber dan
peneliti, data dalam kajian ini, merupakan salah satu elemen penting dalam proses

penelitian.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah Masyarakat dan pemerintahan

desa di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperolenh dari data-data
audivisual. Metode ini merupakan suatu cara pegumpulan data yang menghasilkan
catatan-catatan dan gambaran penting yang berhubungan dengan masalah yang
diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan

perkiraan.

% Ni’matuzahroh dkk, Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi, (Ce. I, Malang: UMM
Press), 2018, h. 1.

0 Emzir, Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.
50.


http://www.maribelajarbk.web.id/2014/12/pengertian-wawancara-atau-interview.html
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F. Uji Keabsahan Data

Peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid dalam melakukan penelitian
kualitatif, sehingga peneliti harus menguji validitas data dalam pengumpulan data

agar data yang diperoleh tidak invalid (cacat)*.
1. Uji Kredibilitas (credibility)

Uji kredibiltas yang digunakan untuk menetapkan keabsahan data atau
meyakinkan hasil data yang diperoleh di lapangan dapat dipercaya dan benar-benar

akurat menggunakan triangulasi*®,
2. Uji Dependabilitas (dependability)

Uji dependabilitas pada penelitian kualitatif disebut realibilitas. Penelitian
kualitatif dikatakan reliabel jika pembaca dapat mengulangi proses penelitian yang
dijalankan peneliti. Uji dependabilitas melalui audit seluruh proses penelitian yang

dilakukan peneliti oleh auditor netral atau pembimbing®.

G. Teknik Analisis Data

Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat
aspek-aspek objek penelitian. Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data
kemudian dianalisis, yakni dengan mendiskripsikan dalam pemahaman data. Analisis
data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak berada dalam lokasi
penelitian. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis

*1 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h.
241,

2 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h.
338.

3 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h.
337.
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berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan dalam analisis

penulisan®.

Pada penelitian ini menggunakan analisa deduktif, artinya data yang diperoleh
dan dihasilkan di lapangan secara umum disimpulkan pada akhir penulisan. Menurut
Miles dan Huberman, ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi

data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.
1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian,
pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan®. Dalam proses
reduksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid dan akurat.
Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis.la merupakan bagian dari
analisis, pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk
ditarik ke luar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangan
ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu
bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan
menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan

diverifikasikan.
2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi
kemungkinan untuk ditarik pada kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk
penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan
bagan.Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan.Oleh

karena itu, sajiannya harus tertata secara apik.

* Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan R&D
(Bandung: Alfabeta Cet. X1X, 2014), h. 194.

> Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.
209.
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Pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun
kurang baik. Pada kondisi seperti ini peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau
bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak,
tersekat-sekat dan tidak berdasar. Kecenderungan kognitifnya adalah
menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang

disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami“.

Selanjutnya dapat memberikan gambaran dalam kesimpulan sehingga
menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap
berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model
bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu
matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalambentuk yang
sama, harus dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktivitas analisis*’.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi
kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan
“makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang
mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi, sehingga dapat menarik kesimpulan-

kesimpulan secara jelas, memelihara kejujuran dan kearutan data.

6 Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung : CV Alfabeta, 2011), h. 101.
T Emzir, Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 132.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini Penulis akan mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan
pelaksanaan penelitian yang telah di lakukan baik itu berupa interview (wawancara)

maupun observasi.

A. Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan

peraturan Desa di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap

Kabupaten Sidenreng rappang (SIDRAP) terletak di antara 30°43°-40°09’
Lintang selatan dan 119°041-120°010° Bujur Timut. Kabupaten Sidenreng Rappang
terletak pada ketinggian antara 10 m-3.000 m dari permukaan laut (mdpl) dengan
puncak ketinggian berada digunung Botto Tallu (3.086 Mdpl). Keadaan topografi
wilayah di daerah ini sangat Bervariasi berupa wilayah datar seluar 879.85 km?
(46.72%) berbukit Luas 290.17 km® (15.43%) dan Bergunung seluas 712.81 km?®
(37.85%).

Secara administrasi Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri
dari 6 Desa yaitu Desa Mario, Desa Rijang Panua, Desa Kulo, Desa Maddenra Desa
Bina Baru dan Desa Abbokongan, di dalam Kecamatan Kulo ini memiliki Luas
Wilayah 7.500 ha. Letak Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki
batas-batas yaitu Sebelah utara Kabupaten Enrekang, Sebelah Timut Kecamatan
Panca Rijang, Sebelah selatan Kecamatan Baranti dan Panca Rijang Sebelah Barat

Kabupaten Pinrang dan Kecamatan Baranti.

Kecamatan Kulo merupakan suatu Kecamatan yang paling termudah di daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan hasil dari pemekaran Kecamatana

Panca rijang, Berdasarkan dari hasil pemekaran tersebut Kecamatan Kulo memiliki 6
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desa yang dimana dari ke 6 desa tersebut dipimpin oleh seorang kepala desa dan
setiap pemerintah desa memiliki Lembaga pengawas pemerintah desa dalam hal ini

Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan undang-undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah,
Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang masing-masing memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam

sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia .

Pemerintah Desa diberikan kewenangan merupakan suatu wujud nyata
didalam otonomi desa, kewenangan ini diberikan oleh pemerintah daerah dengan
prinsip otonomi dengan pembentukan pemerintah desa yang dibentuk dengan hak
asal usul desa dan hubungan antara masyarakat sebagaimana di dalam peraturan

perundang-undangan yang ada.

Indonesia sebagai negara hukum yang menjadi dasar hukum Indonesia atau
sumber pembentukan peraturan harus merujuk pada aturan tertinngi yaitu UUD 1945,
sebagaimana negara yang menganut konstitusi yang tertulis yang disebut UUD 1945.
Dalam pembentukan peraturan desa semua aturan yang ingin dibuat oleh pemerintah
desa tidak ada yang harus bertentangan dengan aturan tertinggi yaitu Undang-undang
Dasar 1945.

Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa yang menjadi dasar hukum
dalam pembentukan peraturan Desa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa,
sebagaimana aturan yang dibuat oleh kepala desa bersama anggota Badan

Permusyawaran Desa beserta seluruh tokoh-tokoh masyarakat. Peraturan desa ini

“8|_ja sartika putri, kewenangan desa dan penetapan peraturan desa ( village authority and
the issuance of village regulation), vol. 13, no. 02, 2016, h 165
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dibentuk sesuai dengan kewenangan pemerintah desa yang telah diberikan akan tetapi
dalam pembentukan peraturan desa tersebut harus memenuhi syarat atau persetujuan
dari Badan Permusyawaratan Desa maka dari itu kepala Desa harus mendengar
masukan-masukan oleh Badan Permusyawaratan Desa atau tokoh-tokoh masyarakat
yang sempat hadir dan selalu merujuk pada aturan tertinggi agar tidak ada aturan

yang bertentangan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan Badan Permusyawaratan di
tingkat desa yang turut membahas dan menyapakati berbagai kebijakan dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan Kinerja
Kelembagaan yang ada dalam tingkat Desa harus memperkuat kebersamaan serta
meningkatkan partisipasi dan Perbedayaan masyarakat, pemerintah Desa dengan
Badan Permusyawaratan Desa menfasilitasi musyawarah Desa. Unsur masyarakat
yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarakan
dan menyapakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Desa. Dari Hasil Musyawarah Dalam Bentuk Kesepakatan yang dituangkan dalam
keputusan Hasil Musyawarah dijadikan Dasar Badan Permusyawaratan Desa dalam

Menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.*

9 Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum., Hukum Pemerintahan Desa, Yogyakarta: CV. Absolute
Media, 2016, h 241
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Tabel 4.1. Nama Kepala Desa dan Nama Ketua Badan Permusyawaratan
Desa di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap

Nama Ketua Badan
Nama Kepala
No. Permusyawaratan Keterangan
Desa
Desa
1 Haryanto Sardani S.pd. M.pd Desa Kulo
) _ Desa Rijang
2 | Abd. Rauf Sali Danial
Panua
3 Andi Maesur Muhammad Amin Desa Mario
) ) ) Desa
4 Andi Rahim Umar, S.ip.
Maddenra

Sumber Data: Hasil wawancara 23 Maret-28 Maret 2022

Gambar tabel diatas Merupakan Daftar nama-nama dari Kepala Desa yang
ada di Kecamatan Kulo dan Daftar nama-nama Ketua Badan Permusyawaratan Desa
di Kecamatan Kulo, daftar nama tersebut merupakan nama-nama yang merupakan
pegawai yang bekerja dalam lingkup Pemerintahan Desa yang melaksanakan
fungsinya dalam Rancangan Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Kulo

Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berdasarkan dari fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan
peraturan desa bahwa penyusunan peraturan desa yang dibuat dalam pemerintahan
desa merupakan suatu peraturan yang dibuat dalam lingkup pemerintahan desa yang
menjadi pedoman hidup nantinya bagi pemerintah desa dalam menjalankan fungsinya
untuk kepentingan masyarakat di desa. Produk hukum yang dibuat di desa harus
dibuat dengan berdasarkan standarisasi sebagaimana dalam aturan pembuatan produk
hukum di desa yang merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Nomor 6 Tahun 2017 Tentang pembentukan produk hukum di Desa.
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Berdasarkan dari penelitian tersebut dalam pembentukan peraturan desa
dikecamatan Kulo kabupaten Sidenreng Rappang pemerintah desa merujuk pada

aturan Perundang-undangan yaitu:

1. Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang desa yang dimana dalam peraturan
Undang-undang tersebut menuliskan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa
yaitu Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala desa Membuat
rancangan peraturan desa.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang
pembentukan produk hukum di Desa, yang dimana dalam Peraturan Daerah
tersebut menjelakan tata cara atau mekanisme Pemerintah desa bersama Badan
Permusyawaratan Desa dalam membuat produk hukum dalam hal ini pembentukan

peraturan desa.

Dari hasil penelitian tersebut penulis mengumpulkan data-data dari pemerintah
desa di Kecamatan Kulo dalam hal ini hasil dari Pembentukan Peraturan desa di
Kecamatan Kulo, adapun produk-produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah
desa di Kecamatan Kulo sidenreng Rappang yakni:
1. Desa Kulo
Adapun jenis-jenis peraturan desa yang yang telah dibuat dan ditetapkan di
dalam pemerintahan desa Kulo berjumlah 2 yaitu:
a. Peraturan desa Kulo No 01 tahun 2022 yang di tetapkan pada tanggal 14
februari 2022 tentang Anggaran pendapatan dan belanja desa tahun
anggaran 2022.
b. Peraturan desa Kulo No 02 tahun 2022 yang di tetapkan pada tanggal 14
februari tahun 2022 tentang Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan

kewenangan lokal berskala desa.
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2. Desa Maddenra
Adapun jenis-jenis peraturan desa yang telah dibuat dan ditetapkan di
dalam pemerintahan desa Maddenra berjumlah 6 yaitu:

a. Peraturan desa Maddenra No 01 Tahun 2022 tentang Laporan
pertanggung jawaban realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa
Maddenra tahun anggaran 2021.

b.Peraturan desa Maddenra No 02 Tahun 2022 tentang Laporan
penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun (LPPD) 2021.

c. Peraturan desa Maddenra No 03 Tahun 2022 tentang rancangan anggaran
pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2022.

d.Peraturan desa Maddenra No 04 Tahun 2022 tentang anggaran
pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2022.

e. Peraturan desa Maddenra No 05 Tahun 2022 tentang kewenangan lokal
berskala desa.

f. Peraturan desa Maddenra No 06 Tahun 2022 tentang penyertaan modal
pemerintah desa Maddenra pada badan usaha milik desa “reski”.

3. Desa Rijang Panua

a. Peraturan desa Rijang Panua No 1 Tahun 2022 tentang struktur organisasi
tatakerja pemerintah desa.

b. Peraturan desa Rijang Panua No 1 Tahun 2022 tentang laporan
keterangan penyelenggaraan pemerintah desa.

c. Peraturan desa Rijang Panua No 1 Tahun 2022 tentang laporan
pertanggungjawaban realisasi APBDesa.

d. Peraturan desa Rijang Panua No 1 Tahun 2022 tentang anggaran
pendapatan dan belanja desa.

e. Peraturan desa Rijang Panua No 1 Tahun 2022 tentang penyertaan modal
bumdes Tahun2022.

f. Peraturan desa Rijang Panua No 1 Tahun 2022 tentang kewenangan desa.
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4. Desa Mario

a. Peraturan desa Mario Nomor 1 tahun 2022 tentang kewenangan
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

b. Peraturan desa Mario Nomor 1 tahun 2022 tentang anggaran pendapatan
belanja desa tahun anggaran 2022.

c. Peraturan desa Mario Nomor 1 tahun 2022 tentang penyertaan modal
pemerintah desa Mario pada badan usaha milik desa “Mario bersatu”.

d. Peraturan desa Mario Nomor 1 tahun 2022 tentang laporan
pertanggungjawaban realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa
Mario tahun anggaran 2021.

e. Peraturan desa Mario Nomor 1 tahun 2022 tentang kewenangan
berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Berdasarkan hasil data yang diambil bahwasanya mulai dari awal tahun 2022
sampai sekarang Pemerintah desa Kulo membuat Peraturan desa dengan jumlah 2
sedangkan dari desa Maddenra pemerintah desa membuat peraturan desa dengan
jumlah 6 dari awal tahun 2022 hingga sekarang, kemudian desa Rijang Panua mulai
dari awal tahun 2022 hingga sekarang telah membuat peraturan desa dengan jumlah 6
peraturan desa dan kemudian desa Mario dari awal tahun 2022 sampai sekarang telah
membuat peraturan desa dengan jumlah 5, berdasarkan dengan data tersebut dapat
dilihat bahwa desa tersebut yang ada di dalam Kecamatan Kulo aktif membuat
peraturan desa namun dalam desa yang ada di kecamatan kulo membuat beragam
peraturan desa yang berbeda dan dengan jumlah peraturan desa yang berbeda pula,
akan tetapi sebagaimana peraturan desa yang dibuat tersebut guna untuk
mensejahterakan masyarakat yang ada di desa dan menjadi pedoman pemerintah desa

dalam menjalankan roda pemerintahan desa.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa

bersama dengan Kepala Desa merupakan suatu fungsi pokok dari Badan
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Permusyawaratan Desa, sebagaimana dalam penelitian tersebut bahwa peran Badan
Permusyawaratan Desa di Kecamatan Kulo telah melaksanakan fungsinya dengan
baik mulai dari perencanaan pembentukan peraturan desa hingga penetapan peraturan

desa yang kemudian disepakati bersama masyarakat dalam Musyawarah desa.

Sebagaimana di dalam hasil wawancara yang dilakukan dari Kepala desa yang
ada di Kecamatan Kulo yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa dari kepala desa
Kulo dan kepala Desa Mario semuanya menganggap bahwa peran Badan
Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa telah melaksanakan
fungsinya dengan baik sebagaimana dari hasil wawancara tersebut dari ke dua Kepala

desa di Kecamatan Kulo yaitu:

“bahwa dalam pembentukan peraturan desa di Kecamatan Kulo kepala desa
bersama Badan Permusyawaratan Desa duduk bersama untuk membahas
Rancangan Peraturan Desa, sebagaimana menurut dari kepala desa di
Kecamatan Kulo bahwa Badan Permusyawaratan Desa telah menjalankan
fungsinya dengan baik karena Badan Permusyawaratan Desa aktif sebagai
penyalur aspirasi masyarakat yang dimana dari aspirasi yang di tampung oleh
Badan Permusyawaratan Desa menjadi landasan dari pemerintah desa dengan
Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas sebagimana keluhan-keluhan dari
masyarakat yang ditampung nantinya bisa menjadi dasar untuk dijadikan
Peraturan desa, Badan Permusyawaratan Desa merupakan partner dari kepala
desa oleh karena itu dalam pembentukan peraturan desa kepala desa selalu
melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dengan masyarakat di desa karena
tanpa Badan Permusyawaratan Desa dengan masyarakat peraturan desa tidak
bisa disahkan tanpa adanya persetujuan oleh Badan Permusyawaratan Desa
dengan masyarakat karena peraturan desa dibentuk demi kepentingan
masyarakat untuk mensejahterahkan masyarakat di desa”.*

Sebagaimana dalam wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai
wawancara dari ke dua Kepala desa di Kecamatan Kulo bahwasanya hasil wawancara
yang diperoleh dari kepala desa sama-sama menggap bahwa mengenai fungsi dari
Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa telah dilaksanakan
dengan baik, bahwa Badan Permusyawaratan Desa duduk bersama dengan kepala

desa mulai dari rancangan pembentukan peraturan desa hingga penetapan peraturan

%% Haryanto, Kepala desa Kulo, wawancara, pada tanggal 23 Maret 2022
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desa Badan Permusyawaratan Desa aktif untuk ikut membahas rancangan peraturan
desa, sebagaimana dalam proses pembentukan peraturan desa bahwa Badan
Permusyawaratan Desa memang harus aktif dikarenakan peraturan desa hanya bisa
disahkan ketika Badan Permusyawaratan Desa menyapakati peraturan yang dibahas

bersama pemerintah desa.

Pemerintah desa di Kecamatan Kulo sebagaimana hasil wawancara yang
dilakukan oleh penulis bahwa di disamping kehadiran Badan Permusyawaratan Desa
dengan kepala desa, bahwa dalam pembentukan peraturan desa tokoh-tokoh
masyarakat harus di ikutsertakan karena proses musyawarah desa dalam
pembentukan peraturan desa Pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa
harus mendengar dari masukan-masukan dari Masyarakat karena dalam peraturan
Perundang-undangan yang ada bahwa suara masyarakat harus didengar demi untuk

ketertiban bersama dan memberikan keadilan bagi masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan desa sebagaimana
dalam tanggapan setiap kepala desa bahwa kehadiran masyarakat dalam penetapan
Peraturan desa sangat diharapkan begitupun dengan Badan Permusyawaratan Desa
kehadirannya sangat diharapkan karena kehadiran dari anggota Badan
Permusyawaratan Desa dalam proses rancangan pembentukan peraturan desa
merupakan fungsi pokok mereka, dalam proses rancangan pembentukan peraturan
desa perangkat desa mengundang tokoh-tokoh masyarakat untuk hadir sebagai
penyalur aspirasi dalam proses rancangan pembentukan peraturan desa dikarenakan
peraturan desa yang dibuat harus sesuai dengan musyawarah bersama antara kepala
desa dengan anggota Badan Permusyawaran Desa sekaligus melibatkan tokoh-tokoh

masyatakat desa tersebut.

Adapun wawancara dari sekertaris desa Rijang Panua mengenai proses
pemilihan aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang dipilih dalam penetapan peraturan

desa yaitu:
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“bahwa dalam rapat rancangan pembentukan peraturan desa berlangsung kami
pemerintah desa bersama badan permusyawaratan desa memberikan waktu
kepada masyarakat untuk mengeluarkan aspirasi-aspirasi mereka yang diamana
ketika kita membahas rancangan peraturan desa mengenai dana desa untuk
pembangunan kedepannya, maka disitu kami menampung semua aspirasi
masyarakat dan ketika tampungan aspirasi dari masyarakat berbeda maka kita
lakukan perankingan untuk memilih dari aspirasi masyarakat yang lebih banyak
dipilih oleh masyarakat-masyarakat yang hadir, kami mengadakan perankingan
dikarenakan banyaknya aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang berbeda
mengenai pembangunan di desa sedangkan dana desa tidak mencukupi”.*

Berdasarkan tambahan penjelasan wawancara dari sekertaris desa Rijang Panua
bahwa dalam proses pembentukan peraturan desa berlangsung ketika membahas
mengenai dana desa untuk pembangunan desa kedepannya maka pemerintah desa
bersama dengan badan permusyawaratan desa akan menampung semua aspirasi-
aspirasi masyarakat untuk dilakuan perankingan kemudian dalam perankingan
tersebut nantinya akan dipilih yang mana pembangunan desa yang banyak diinginkan
oleh masyarakat di desa tersebut, pemerintah desa bersama badan permusyawaratan
desa tersebut tidak bisa menerima semua tampungan aspirasi dari masyarakat
dikarenakan dan desa tidak mencukupi dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat,
akan tetapi dengan keterlibatan badan permusyawaratan desa dalam rancangan
pembentukan peraturan desa dengan bekerjasama dengan masyarakat maka fungsi
dari badan permusyawaratan desa sudah dijalankan sesuai dengan fungsi pokoknya.

Pelaksanaan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan
peraturan desa sebagaimana dalam tanggapan pemerintah desa yang ada di
Kecamatan Kulo harus dilaksanakan dengan cara adil karena setiap tampungan
aspirasi-aspirasi yang diterima oleh masyarakat harus diperhatikan semua sehingga
dalam pembangunan yang ada di desa-desa di Kecamatan Kulo dapat merata ke

seluruh daerah-daerah pedesaan.

5! Salman, Sekertaris desa Rijang Panua, wawancara, pada tanggal 1 agustus 2022
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Adapun ayat al-Qur’an yang menjadi landasan pentingnya menegakkan
keadilan dalam pemerintahan desa yaitu Q. S. An-Nahl/16:90
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Terjemahnya:

“Sesunaauhnva Allah menvuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebaiikan,
memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarana (melakukan) perbuatan
keii, kemunakaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar
kamu dapat mengambil pelajaran”.>

Ayat Al-Qur’an tersebut menjelaskan bahwa di dalam ayat tersebut
memerintahkan kepada pemerintah untuk berlaku adil dalam berbuat kebaikan
sebagaimana dalam pembentukan peraturan desa pemerintah desa harus berlaku adil
untuk mendengar usulan-usulan dari masyarakat, dalam pandangan islam sebagai
seorang muslim kita selalu dianjurkan untuk menjadikan Al-Qur’an sebagai landasan
kita sehingga dalam menjalankan keseharian kita harus selalu menaati aturan yang
ada sebagaimana kita harus selalu bersikap adil dalam menentukan suatu kebijakan.

Sebagaimana dalam hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada
sekertaris desa Kulo dengan Sekertaris Desa Maddenra yang ada di Kecamatan Kulo
penulis mendapatkan hasil wawancara yang sama dari ke dua desa dari kecamatan

Kulo yaitu:

“bahwa didalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa mengenai
rancangan pembentukan peraturan desa bersama kepala desa, Badan
Permusyawaratan Desa telah melaksanakan fungsinya dengan baik karena
setiap pemerintah desa ingin melaksanakan musyawarah desa mengenai
pembentukan peraturan desa, ketua Badan Permusyawaratan Desa selalu hadir
untuk ikut serta lengkap dengan anggota-anggotanya yang sama-sama ikut
untuk memberikan usulan-usulan sehingga proses berjalannya rancangan

52 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya
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pembentukan peraturan desa bisa berjalan efektif dengan lengkapnya anggota
Badan Permusyawaratan Desa”.>

Berdasarkan hasil penelitian dari Sekertaris desa dari kedua desa tersebut yang
ada di kecamatan Kulo bahwasanya mengenai wawancara Sekertaris desa Kulo
dengan sekertaris desa Maddenra tersebut menyatakan bahwa Badan
Permusyawaratan Desa sudah melaksanakan fungsinya dengan baik sebagaimana
dengan peraturan yang ada bahwa Badan Permusyawaratan Desa bersama kepala
desa membuat rancangan pembentukan peraturan desa, dari kehadiran Ketua Badan
Permusyawaratan Desa bersama dengan anggota-anggotanya untuk memberikan
usulan-usulan dalam rapat tersebut mereka telah menjalakan fungsinya dengan baik
dengan bekerjasama dengan pemerintah desa sebagaimana menurut sekertaris desa
tersebut.

Salah satu ayat Al-Qur’an yang menjelaskan bahwa pentingnya kerja sama
dalam berjuang dalam hal-hal kebaikan sebagaimana dalam kerja sama dalam
pemerintahan desa dalam kebaikan mensejahterahkan masyarakat yaitu Q. S. Al-
Maidah/5:2
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5% Suriani, Sekertaris desa Maddenra, wawancara, pada tanggal 223 maret 2022
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Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu melanggar syiar-syiar
kesucian Allah, dan janganlah (melanggar kehormatan bulan-bulan haram,
jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala’id (hewan-hewan
kurban yang diberi tanda) dan jangan (pula) megganggu orang-orang yang
megunjungi baitulharam, mereka mencari karunia dan keridaan tuhannya.
Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu.
Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-
halangimu dari masjidilharam, berbuat melampaui batas (kepada mereka), dan
tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan
tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, bertakwalah kepada
Allah, sungguh, Allah berat siksaan-nya”.>

Sebagaimana dari ayat Al-Qur’an tersebut menjelaskan bahwa kita dianjurkan
untuk tolong menolong didalam mengerjakan kebaikan dan jangan melakukan
pertolongan dijalan yang sesat maka dari itu kita dianjurkan untuk menjahui
laranganya karena siksaan Allah itu berat, dengan demikian dari ayat tersebut dapat
kita lihat dalam pandangan Islam mengenai rancangan pembentukan peraturan desa
maka Badan Permusyawaratan Desa bersama kepala desa bekerja sama atau tolong
menolong didalam membuat peraturan desa karena Badan Permusyawaratan Desa
merupakan partner dari kepala desa, dari kerja sama antara Badan Permusyawaratan
desa dalam pembentukan peraturan desa maka secara langsung pemerintah desa
bersama Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan fungsinya sesuai dengan
prinsip-prinsip hukum Islam yang ada.

Proses pembentukan Peraturan desa dalam peraturan Perungdang-undangan
bahwa Badan Permusyawaratan Desa harus ikut serta dalam proses Rancangan
pembentukan peraturan desa, adapun hasil wawancara yang sama dari Badan
Permusyawaratan Desa yang telah di proleh oleh penulis dari desa Kulo dengan desa

Rijang Panua yakni:

“dalam proses rancangan pembentukan Peraturan desa dalam penjelasan Badan
Permusyawaratan Desa dari desa Kulo dengan desa Mario sama-sama
menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa tersebut aktif dalam

5 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya
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mengikuti awal Rancangan Pembentukan Peraturan Desa hingga penetapan
peraturan desa yang dimana Badan Permusyawaratan Desa duduk bersama
dengan perangkat desa beserta masyarakat membahas rancangan peraturan desa
yang akan ditetapkan bersama dan disni Badan Pernusyawaratan Desa sering
turun kemasyarakat untuk menggali aspirasi-aspirasi masyarakat sehingga
dalam keaktifan dari Badan Permusyawaratan Desa tersebut bersama dengan
kepala desa telah melaksanakan fungi dengan baik sebagaimana dalam aturan
yang ada”.”

Berdasarkan hasil wawancara dari Badan Permusyawara desa Kulo dengan
Badan Permusyawaratan Desa Rijang Panua bahwa dalam pelaksanaan fungsinya
sudah melaksanakannya dengan baik dengan turun bersama dengan masyarakat untuk
mengetahui atau menggali aspirasi-aspirasi masyarakat sebagaimana yang diharapkan
oleh masyarakat bisa tercapai, dengan demikian fungsi dari Badan Permusyawaratan
Desa selaku wakil rakyat di desa bisa bermanfaat bagi masyarakat desa tersebut.

Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis pada Badan
Permusyawaratan Desa Maddenra yang berbeda dengan hasil wawancara dengan

Badan Permusyawaratan desa yang lain yaitu:

“bahwa dalam proses rancangan pembentukan peraturan desa di desa Maddenra
tidak berjalan secara maksimal dikarenakan pemerintah desa tidak memahami
pembagian fungsi pokok mereka dengan fungsi pokok dari Badan
Permusyawaratan Desa sehingga Badan Permusyawaratan Desa tidak bisa
menjalankan fungsinya dengan maksimal dalam pembentukan peraturan desa
yang dimana didalam desa Maddenra Badan Permusyawaratan Desa hanya
mengikut sesuai dengan keputusan dari Pemerintah desa tersebut”.*

Berdasarkan dari hasil wawancara oleh Badan Permusyawaratan Desa
Maddenra bahwa dalam pelaksanaan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa tidak
menjalankan fungsinya dengan maksimal dikarenakan pemerintah desa tidak

memahami pembagian fungsi pokok mereka dengan Badan Permusyawaratan Desa

% Sardani, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kulo, wawancara, pada tanggal 25 maret
2022

% Umar, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Maddenra, wawancara, pada tanggal 25 maret
2022
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sehingga Badan Permusyawaratan Desa susah untuk bergerak sesuai dengan
fungsinya selaku wakil rakyat yang berada di tingkat desa.

Pembagian fungsi pokok dari pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan
Desa perlu dipahami oleh kedua pihak dikarenakan seperti yang terjadi di desa
Maddenra Badan Permusyawaratan Desa tidak bisa menjalankan fungsinya dengan
maksimal dalam pembentukan peraturan desa dikarenakan dalam proses rancangan
pembentukan peraturan desa kurangnya peran atau keterlibatan dari Badan
Permusyawaratan Desa sehingga pelaksanaan fungsi dari Badan Permusyawaratan
Desa tidak bisa berjalan dengan baik sesuai dengan Undang-undang No 6 Tahun
2014 Tentang desa.

Sebagaimana dalam aturan Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang desa
bahwasanya telah di jelaskan pembagian fungsi dari Pemerintah desa dengan Badan
Permusyawaratan desa yang dimana fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa yaitu
ikut membahas dan menyapakati rancangan pembentukan peraturan desa bersama
dengan kepala desa, mengawasi kinerja Kepala desa dan Menyalurkan aspirasi-
aspirasi masyrakat, dari fungsi Badan Permusyawaratan desa tersebut merupakan
kewajiban yang harus dilaksanakan sehingga roda pemerintahan desa bisa berjalan
dengan baik sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang ada.

Berjalannya proses pembentukan Peraturan desa yang merupakan fungsi dari
Badan Permusyawaratan desa bersama kepala desa tidak lepas dari peran masyarakat
dalam menyampaikan usulan-usulan mereka, sebagaimana dalam proses
pembentukan peraturan desa di desa Mario dari hasil wawancara oleh Badan
Permusyawaratan Desa di desa Mario berbeda dengan desa-desa yang lain yang ada
dikecamatan Kulo yakni:

“mengenai proses pembentukan peraturan desa di desa Mario dalam hal ini
yang di jelaskan olenh Badan Permusyawaratan Desa di desa Mario bahwa
Badan Permusyawaratan Desa tidak bisa menjalankan fungsinya secara
maksimal dikarenakan kurangnya bahan yang didapat dari aspirasi-aspirasi
masyarakat yang ingin disampaikan dalam proses rancangan pembentukan
peraturan desa sehingga berjalannya rapat tersebut Badan Permusyawaratan
Desa hanya mengikuti usulan-usulan yang disampaikan oleh Pemerintah desa
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yang nantinya usulan tersebut yang dapat dijadikan peraturan desa sehingga
dalam fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa tersebut tidak berjalan efektif
karena kurangnya peran dalam memberikan masukan-masukan dalam proses
rancangan pembentukan peraturan desa”.*’

Sebagaimana dalam hasil wawancara oleh Badan Permusyawaran Desa di desa
Mario berbeda dengan desa-desa yang lainnya yang ada dikecamatan Kulo
bahwasanya di Desa Mario sama dengan Desa Maddenra Badan Permusyawaratan
Desa tidak bisa menjalankan fungsinya secara maksimal dikarenakan di desa Mario
tersebut Badan Permusyawaratan Desa cenderung kurang memiliki bahan yang ingin
disampaikan dalam proses pembentukan peraturan desa sebagaiman proses
pembentukan peraturan desa di desa Mario Badan Permusyawaratan Desa hanya
mengikuti pada usulan-usulan dari Pemerintah desa kemudian mendengarkan
aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang mengikuti musyawarah desa dan kemudian
menyapakati bersama rancangan pembentukan peraturan desa yang disampaikan oleh
kepala desa.

Perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa ditetapkan oleh Badan
Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa
sesuai skala prioritas pembentukan peratura desa. Lembaga kemasyarakatan, lembaga
adat, lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah
Desa dan atau Badan Permusyawaratan Desa umtuk rencana Penyusunan rancangan
pembentukan peraturan desa dan kemudian Badan Permusyawaratan Desa beserta
perangkat-perangkat desa lainnya harus mendengar masukan-masukan dari

masyarakat.

Penyusunan rancangan peraturan desa di prakarsai loleh Pemerintah Desa.
Penanggung jawab Peraturan Desa yang diprakarsai Pemerintah Desa adalah Kepala
Desa dan di koordinasikan oleh Sekretaris Desa. Dalam pennyusunan Rancangan

Peraturan Desa. Kepala Desa bisa membuat tim penyusun Rancangan peraturan desa.

% Muhammad Amin, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mario Kecamatan Kulo,
wawancara, pada tanggal 28 Maret 2022.
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Rancangan peraturan desa yang telah di susun, wajib dikondultasikan oleh
masyarakat untuk mendapatkan masukan-masukan  setelah disampaikan oleh
masyarakat maka Rancangan Peraturan Desa yang telah di konsultasikan disampaikan
oleh Kepala Desa kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa untuk di bahas dan

disepakati Bersama.®®

Dari uraian diatas mengenai bentuk proses rancangan peraturan desa, maka
pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa harus melaksanakan
fungsinya sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6
Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa. Dalam rancangan
pembentukan peraturan desa maka pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan
Desa harus melibatkkan tokoh-tokoh Masyarakat dalam musyawarah desa
dikarenakan suara rakyat harus didengar demi untuk mensejahterahkan masyarakat di
desa tersebut.

Adapun hasil wawancara dari masyarakat desa dari desa Mario,desa Rijang
Panua dan Desa Maddenra yang ada di Kecamatan Kulo mereka menyatakan dengan

pendapat yang sama mengenai proses rancangan pembentukan peraturan desa bahwa:

“kami masyarakat merasa dihargai karena dalam proses pembentukan peraturan
desa kami dari masyarakat dilibatkan untuk mengeluarkan aspirasi-aspirasi
kami dalam musyawarah desa sehingga dalam proses pembentukan peraturan
desa kami bebas mengeluarkan pendapat kami dan disini kami lihat bahwa
fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa aktif dalam rancangan pembentukan
peraturan desa dikarenakan ketua beserta anggota-anggota dari Badan
Permusyawaratan Desa selalu hadir dalam musyawarah desa”.

Sebagaimana dari hasil wawancara dari masyarakat dari desa Maddenrea, desa
Mario dan desa Rijang Panua bahwa ketiga masyarakat tersebut yang beda desa
mereka menyatakan pendapat yang sama bahwasanya dalam proses rancangan

pembentukan peraturan desa mereka selalu dilibatkan selaku masyarakat desa dengan

8 Pperaturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 tahun 2017 tentang
Pembentukan Produk Hukum Desa.
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keterlibatan masyarakat tersebut telah menjadi bukti bahwa dalam rancangan
pembentukan peraturan desa tersebut sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang
ada dikarenakan pemerintah desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa
tidak mengesahkan begitusaja rancangan pembentukan peraturan desa tanpa adanya
keterlibatan dari masyarakat desa tersebut.

Kemudian dilihat dari hasil wawancara oleh peneliti kepada masyarakat desa
Kulo bahwa masyarakat dari desa tersebut mengeluarkan pendapat yang berbeda
dengan desa-desa sebelumnya bahwa:

“dalam rancangan pembentukan peraturan desa di desa Kulo bahwa pemerintah
desa dalam musyawarah desa sebelum kita melaksanakan proses rancangan
pembentukan peraturan desa dari sebelumnya Badan Permusyawaratan Desa
menemui kami dan membahas apa-apa saja yang nantinya akan dibahas dalam
proses rancangan pembentukan peraturan desa, seperti halnya kami
mengeluarkan aspirasi kami terkait dengan adanya bantuan dari pemerintah
desa mengenai pembangunan fisik seperti halnya jalan tani yang dimana dalam
desa kami mayoritas petani maka yang diharapkan dari masyarakat desa Kulo
harus diprioritaskan pembangunan jalan tani kami”.

Sebagaimana dari hasil wawancara dari masyarakat desa Kulo dia menyatakan
bahwa Badan Permusyawaratan Desa selalu turun kemasyarakat bersama masyarakat
untuk menggali aspirasi-aspirasi masyarakay yang dimana nantinya akan dibahas
dalam proses rancangan pembentukan peraturan desa, dengan turunnya Badan
Permusyawaratan Desa di masyarakat maka dari fungsi Badan Permusyawaratan
Desa sudah menjalankan fungsinya sebagaimana di dalam Undang-undang No 6
Tahun 2014 Tentang desa. Dalam rancangan proses pembentukan peraturan desa
maka disinilah diadakan musyawarah desa bersama antara pemerintah desa, Badan
Permusyawaratan desa dengan masyarakat desa tersebut.

Proses rancangan pembentukan peraturan desa dilakukan secara musyawarah
bersama begitupun dalam ajaran Islam bahwa Islam sebagai jalan hidup bagi umat
muslim, yang dimana dalam Islam kita dianjurkan untuk melakukan musyawarah
antara pemimpin dengan rakyatnya dalam pengambilan suatu keputusan,

Musyawarah tersebut bukan hanya dianjurkan dalam Peraturan Perundang-undangan
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yang ada akan tetapi musyawarah juga diajarakan oleh Rasulullah yang dimana
Rasulullah saw menganjurkan sahabatnya untuk bermusyawarah dalam setiap
pengambilan keputusan, sebagaimana dalam firman Allah menegaskan megenai
Musyawarah dalam Islam yaitu Q. S. Ali Imran/3:159
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Terjemahnya:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap
mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka
menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka,
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka
dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka
bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang
bertawakkal kepadanya”.>

Berdasarkan ayat suci Al-Qur’an tersebut dapat dilihat bahwa dalam hukum
Islam telah diajarkan nilai-nilai dalam proses pengambilan keputusan bahwasanya
dalam pengambilan keputusan dalam Islam Kkita dianjurkan untuk melakukan
musyawarah sebelum kita mengambil keputusan, sebagaimana dalam Undang-
undang No 6 Tahun2014 tentang desa telah dijelaskan bahwa pemerintah desa
bersama dengan Badan Permusyawaratan desa melakukan musyawarah desa dalam

proses rencangan pembentukan peraturan desa.

%% Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya
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B. Kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan

Desa di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap.

Pelaksanaan fungsi dalam Lembaga Badan Permusyawaratan Desa memiliki
peran aktif dalam pembentukan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa akan
tetapi di dalam melaksanakan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa dalam
Pembentukan Peraturan desa terkadang terdapat faktor penghambat didalam
pelaksaan fungsinya, maka dari itu penulis akan menggali lebih dalam faktor
penghambat apa saja yang terdapat di dalam Pembentukan Peraturan Desa di
Kecamatan Kulo.

Sebagaimana dalam Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa di
Kecamatan Kulo selalu mengajukan rancangan pembentukan Peraturan Desa
mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes). Peraturan ini dibuat
dengan tujuan demi kelancaran jalannya Pemerintahan Desa yang ada di tiap-tiap
Desa yang ada di Kecamatan Kulo. Dilihat dari berlangsungnya fungsi Badan
Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa disini akan di jelaskan
dengan tuntas mengenai kendala-kendala yang di hadapi oleh Badan

Permusyawaratan Desa dalam Pementukan Peraturan Desa.

Adapun hasil wawancara dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa di desa
Rijang Panua dengan desa Kulo yang dimana dari wawancara kedua Badan
Permusyawaratan Desa yang berbeda desa akan tetapi mereka menghasilkan
wawancara yang sama terkait kendala yang dihadapi dari pelaksanaan fungsinya
dalam pembentukan peraturan desa.

Disini di dalam desa Kulo dengan desa Rijang Panua terkait dengan proses
pembentukan peraturan desa di desa Rijang Panua dengan desa Kulo melihat
situasi dan kondisi sekarang dimasyarakat selama badan permusyawaratan desa
turun kemasyarakat untuk menggali aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang
ingin nantinya disampaikan ketika pembentukan peraturan desa di desa Rijang
Panua deng dengan desa Kulo jarang sekali masyarakat yang memiliki keluhan-
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keluhan yang disampaikan kepada kami selaku penyambung lidah masyarakat
dan disini “badan permusyawaratan desa melihat banyak keluhan-keluhan dari
masyarakat itu sendiri langsung disampaikan kepada kepala desa sehingga
selaku badan permusyawaratan desa jarang mendapat info-info dari masyarakat
karena masyarakat langsung ke pemerintah desa namun disini selaku badan
permusyawaratan desa selalu berusaha aktif dalam pemerintahan desa Rijang
Panua dan desa Kulo™.*®

Sebagaimana dalam penjelasan dari hasil wawancara Ketua Badan
Permusywaratan Desa di desa Rijang Panua dengan desa Kulo mengenai kendala
yang biasa dihadapi Badan Permusywaratan Desa, sebenarnya mereka sudah aktif
dalam melaksanakan fungsinya selaku penyalur aspirasi masyarakat akan tetapi
masyarakat sendiri yang tidak mengetahui fungsi dari Badan Permusywaratan Desa
sehingga keaktifan Badan Permusyawaratan Desa tidak berjalan dengan lancar
dikarenakan ketika ada keluhan dari masyarakat mereka cuma langsung menghadap

kepada pemerintah desa.

Kendala yang dihadapi olen Badan Permusyawaratan Desa di desa Rijang
Panua dengan desa Kulo merupakan kurangnya sosialiasi dari pemerintah desa
kepada masyarakat terkait dengan fungsi pokok sebenarnya dari badan
permusyawaratan desa sehingga masyarakat tidak memahami mereka harusnya
menyalurkan aspirasi mereka melalui badan permusyawaratan desa yang merupakan
wakil rakyat di desa dengan demikian badan permusyawaratan desa di desa Rijang
Panua dengan desa Kulo tidak bisa berjalan dengan maksimal sesuai dengan

ketentuan dari fungsi pokok dari badan permusyawaratan desa.

Sebagamana dalam pandangan ibnu khaldun dari sejarawan muslim dari
tunisia bahwa jika aturan dibuat berdasarkan norma agama, negara disebut negara

% Danial, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo, wawancara,
pada tanggal 23 Maret2022.
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berdasarkan agama kemudian jika aturan didadarkan pada pada akal maka disebut
negara berdasarkan rasio.

Dilihat di satu sisi, Ibnu khaldun juga menelurkan teori bahwa negara atau
bangsa yang ditaklukkan akan mengikuti lambang bangsa yang ditaklukkan, mulai
dari pakaian hingga sistem pemerintahan, ada sistem Republik dan demokrasi yang
merupakan sistem negara disebagian besar negara muslim didunia saat ini
menunjukkan penaklukan dunia Islam terhadap peradaban barat. Namun dalam
praktiknya norma agama tetap dominan dan sangat berpengaruh dalam penentuan

kebijakan.

Sebagaimana dalam pemikiran dari sejarawan ibnu khaldun menyatakan bahwa
dalam penentuan kebijakan harus sesuai dengan norma-norma sebagaimana dalam
pembentukan peraturan desa maka peraturan desa tersebut harus dibuat berdasarkan
dengan aturan yang diatas dan pengambilan keputusan harus melibatkan masyarakat
sebagaimana negara Indonesia merupakan negara yang pemerintahannya berbentuk
republik kemudian bentuk negara dari Indonesia tersebut yaitu kesatuan maka dari itu
didalam menentukan kebijakan maka masyarakata bersama pemerintah harus bersatu

dalam pengambilan keputusan karena negara kita merupakan negara kesatuan.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh sekretaris Desa Mario
Kecamatan Kulo dalam tanggapannya mengenai Kendala yang biasa dihadapi di
dalam pembentukan Peraturan desa di desa Mario Kecamatan Kulo.

“bahwa terkait masalah kendala dalam pembentukan peraturan desa di desa
Mario biasa ada, itukan turunan dalam pusat terkadang sudah ada pembaharuan
mengenai tentang peraturan desa itu terlambat ke desa padahal desa sudah
membuat peratura dan terkadang peraturan dari atas lambat turun mengenai
aturan-aturan dalam pembentukan peraturan desa sehingga pemerintah desa
masih pake pertimbangan aturan yang lama terkadang dari pusat dari
kementerian desa itu lambat dan biasanya dalam awal tahun dalam bulan 1
pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa buat peraturan desa
yang baru akan tetapi peraturan mengenai pembentukan peraturan desa
biasanya datang bulan-bulan 3 otomatis kita merefisi kembali peraturan desa
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kita karna kita masih mengikut dengan aturan-aturan dalam pembentukan
peraturan desa yang lama”.*

Sebagaimana dalam hasil wawancara Sekertaris Desa di desa Mario Kecamatan
Kulo terkait kendala tersebut dapat kita ketahui bahawasanya kendala yang biasa
datang itu karna lambatnya turunan aturan dari kementerian desa sehingga aturan-
aturan dalam pembentukan peraturan desa biasa tidak sesuai dengan aturan baru, dari
sini kita lihat bahwa kendala itu datang bukan hanya dari kurang aktifnya suatu
lembaga badan permusyawaran desa dengan pemerintah desa akan tetapi karena
adanya aturan yang baru lambat keluar sehingga peraturan desa yang sudah dibuat
tidak sesuai dengan peraturan mengenai aturan-aturan dalam pembentukan peraturan
desa sehingga pemerintah desa harus merefisi kembali peraturan desa yang telah
dibuat.

Terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh desa-desa yang lain dari
Kecamatan Kulo, adapun tanggapan ketua Badan Permusyawaratan Desa Maddenra

mengenai kendala yang dihadapi di Desa Maddenra.

“Kalau terkait dengan Kendala kami di desa Maddenra Kecamatan Kulo di
dalam pelaksanaan fungsi kami selaku Badan Permusyawaratan Desa
khususnya di dalam pembentukan peraturan desa, sebenarnya kendala yang
kami hadapi karna kurangnya kerja sama kami selaku Badan Permusyawaratan
Desa dikarenakan pemerintah desa tidak memahami fumgsi pokok mereka
dengan fungsi pokok kami sehingga mereka bergerak biasanya tanpa dengan
sepengetahuan kami sehingga kami cuma mengikut sesuai dengan keputusan
pemerintah desa”.

Selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa Maddenra juga menjelaskan
keputusan pemerintahan desa Maddenra dalam pengambilan keputusan dalam
pembentukan peraturan desa:

“Dari sini kita lihat dalam rapat pembentukan peraturan desa memang
sebenarnya dalam proses rapat pembentukan peraturan desa pemerintah desa
melempar ke forum untuk memberikan kesempatan untuk semua orang
mengeluarkan usulan-uslannya akan tetapi didalam pengambilan keputusan

61 Muhammad Rais, Sekretaris Desa Maddenra, wawncara, Pada tanggal 23 Maret 2022
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seharusnya ada sama kami juga selaku Badan Permusyawaratan Desa karna
keputusan dalam pembentukan peraturan desa itu ada kepada kami juga selaku
Badan Permusyawaratan Desa bukan cuma dari pemerintah desa saja yang
mengambil keputusan”.

Dari hasil wawancara oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa di desa
Maddenra Kecamatan Kulo Kkita lihat terkait kendala-kendalanya didalam
pembentukan peraturan desa bahwa karna kurangnya pengetahuan pemerintah desa
dalam mengetahui fungsi-fungsi pokoknya sehingga Badan Permusyawaratan Desa di
desa Maddenra dalam melaksanakan fungsinya tidak berjalan dengan efektif karna
kurangnya keleluasaan mereka dalam melaksanakan fungsinya dalam pengambilan
keputusan dalam membahas dan menyapakati pembentukan peraturan desa
sedangkan di dalam Undang-undang No 6 tahun 2014 pasal 55 tentang desa sangat
jelas bahwasa fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa bersama kepala desa didalam
membahas dan menyapakati pembentukan peraturan Desa.

Adapun hasil wawancara oleh sekertaris desa Rijang Panua terkait dengan

Kendala-kendala di dalam proses Pembentukan Peraturan Desa.

“Alhamdulilah di Rijang Panua terkait kendala kami tidak ada karena kami
selaku pemerintah desa duduk bersama Badan Permusyawaratan Desa duduk
bersama untuk membicarakan apa yang akan dijadikan peraturan desa dan
sehingga itu sudah ada kesepakatan bersama antara pemerintah desa dengan
Badan Permusyawaratan Desa itukan saya kira tidak ada masalah dan kemudian
yang namanya peraturan desa itu kan merupan kepentikan masyarakat saya kira
itu tidak ada kendalanya, dan disini Badan Permusyawaratan Desa selaku badan
perwakilan masyarakat mereka aktif untuk turun kemasyarakat untuk
menampung aspirasi-aspirasi masyarakat sehingga aspirasi-aspirasi yang
ditampung dapat dibuat menjadi peraturan desa, jadi aspirasi-aspirasi tersebut
disampaikan didalam forum kemudian Kkita bicarakan bersama Badan
Permusyawarata desa dengan tokoh-tokoh masyarakat dan disini kita bicarakn
kemudian jika memang itu dapat kita jadikan acuan untuk kita jadikan
peraturan desa yah kenapa tidak kalau memang itu baik untuk kepentingan
masyarakat cuma biasanya yang menjadi masalah kalau banyaknya keinginan
masyarakat akan tetapi dana desa tidak mencukupi”.®

82 Umar, S.IP, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Maddenra Kecamatan Kulo, wawancara,
pada tanggal 23 Maret 2022.
63 Salman, Sekertaris desa Rijang Panua, wawancara, pada tanggal 28 maret
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Dilihat dari hasil wawancara oleh sekertaris desa Rijang Panua terkait
pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan fungsinya
dalam pembentukan peraturan desa, sebagaimana dalam perkataan sekertaris desa
Rijang Panua bahwa selama pemerintah melaksanakan tugas dengan mengikuti aturan
yang ada tentu tidak akan ada kendala kecuali dalam melaksanakan fungsi dalam
pemerintahan keluar dari aturan yang ada maka disitulah pemerintah mendapat
kendala dalam melaksanakan fungsinya akan tetapi yang menjadi masalah
dikarenakan didalam proses musyawarah desa mengenai anggaran dana desa ketika
masyarakat memiliki keinginan yang banyak dan berbeda-beda maka disitulah
pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa harus memilih usulan-usulan
yang mana Yyang harus diterima oleh pemerintah desa dengan Badan

Permusyawaratan Desa.

Selanjutnya mengenai kendala yang di hadapi oleh pemerintahan desa Mario
sebagaimana hasil wawancara oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mario

bahwa.

“Sebanarnya dalam kendala kami disini di desa Mario kurangnya peran
pemerintah yang menjadi salah satu faktor kendala kami karena kami selaku
Badan Permusyawaratan Desa masih kurang mengetahui dalam melaksanakan
tugas kami dalam Pembentukan Peraturan Desa dan disini sebenarnya kami
berharap adanya seminar atau pertemuan untuk menambah wawasan kami
untuk mengetahui bagaimana sebenarnya fungsi kami dengan baik di dalam
pembentukan peraturan desa yang sesuai dengan peraturan yang ada, memang
sebenarnya ada aturanya tapi tanpa adanya seminar atau semacam pembelajaran
kami tidak mengetahui sekali sebenarnya bagaimana kewajiban kami dalam
pembentukan peraturan desa”.*

Sebagaimana dalam hasil wawancara dari ketua Badan Permusyawaratan desa
di desa Mario yang Menjadi kendala utama itu karena kurangnya faktor pengetahuan
sehingga Kewajiban dari Badan Permusyawaratan Desa dalam Melaksanakan

Fungsinya dalam Pembentukan Peraturan Desa kurang Maksimal dan disini Badan

% Muhammad Amin , Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mario Kecamatan Kulo,
wawancara, pada tanggal 28 Maret 2022
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Permusyawaratan desa Mario Berharap adanya seminar atau pembelajaran oleh
Pemerintah untuk menambah wawasan mereka di dalam melaksanakan fungsi

Mereka dalam Pembentukan Peraturan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kerja kepala desa dalam
penyelenggaraan di Pemerintahan Desa, kemudian kepala desa Kulo mengatakan

terkait kendala di desa Kulo.

“sepanjang saya menjadi kepala desa alhamdulillah terkait kendala kami bisa di
bilang aman-aman dikarenakan kami selalu menaati aturan yang ada disini kami
bersama Badan Permusyawaratan Desa selalu bersama untuk membicarakan
bagaimana untuk kedepannya untuk desa kami dan disini Badan
Permusyawaratan Desa memang merupakan partner kami dalam Pemerintahan
Desa dalam hal ini dalam pembentukan peraturan desa akan tetapi yang biasa
menjadi kendala itu dari masyarakat karena kurangnya peran masyarakat untuk
hadir dalam musyawarah rancangan pembentukan peraturan desa dan kami
selaku pemerintah desa mengerti dengan keadaan masyarakat dikarenakan
mereka sibuk dengan aktifitas pekerjaan mereka jadi hanya sebagaian dari yang
diundang untuk hadir”.®®

Proses pembentukan peraturan desa di desa Kulo sebagaimana dari hasil
wawancara kepala desa Kulo terkait dengan kendala-kendala yang di hadapi dalam
pembentukan peraturan desa bahwasanya Badan Permusyawaratan Desa tidak
mendapat kendala karena sepanjang mereka menaati aturan yang ada sebagaimana
yang dimaksud bawha Badan Permusyawaratan Desa memang merupakan Mitra kerja
kepala desa dalam pemerintahan desa sehingga mereka harus bekerja sama dalam hal
ini bersama-sama membentuk peraturan desa dan mesahkan bersama dengan
mengikutsertakan Tokoh-tokoh masyarakat, akan tetapi yang Menjadi masalah
sebagaimana dalam hasil wawancara kepala desa Kulo bahwa masyarakat yang
diundang untuk mengikuti mustawarah dalam pembentukan peraturan desa kurang
berpartisipasi untuk hadir dalam rapat tersebut dan hanya sebagaian kecil yang hadir
dikarenakan kesibukan masyarakat dalam beraktifitas dalam melaksaakan

pekerjaannya.

% Haryanto, Kepala Desa Kulo Kecamatan Kulo, wawancara, pada tanggal 23 Maret 2022.
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Adapun hasil wawancara oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kulo
mengenai Kendala-kendala yang dihadapi dalam Pembentukan peraturan desa di

Kecamatan Kulo:

“proses pembentukan peraturan desa di desa Kulo mengenai kendala-kendala
yang dihadapi kami di pemerintahan desa Kulo bisa dibilang baik-baik karena
di pemerintahan desa Kulo kami selaku Badan Permusyawaratan bekerja sama
langsung dengan pemerintah desa sehingga dalam pelaksanaan musyawarah
desa di desa Kulo dapat berjalan lancar sehingga kendala-kendala atau
hambatan dapat dihindari karena sepajang Badan Permusyawaratan desa
bekerja sama dengan baik dengan pemerintah desa maka dalam sistem
pembangunan yang ada di desa dapat terkontrol dengan baik sehingga
malsyaregkat di desa Kulo bisa menikmati pembangunan yang ada di desa
Kulo™.

Wawancara yang dilakukan oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa di desa
Kulo sebagaimana penjelasannya, penulis menilai bahwa proses pembentukan
peraturan desa di desa Kulo kecamatan Kulo tidak mengalami kendala-kendala
dikarenakan sepanjang Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa bisa
bekerjasama dengan baik dalam pemerintahan desa maka proses pembentukan
peraturan desa bisa berjalan lancar sesuai dengan peraturan Perundang-undangan

yang ada.

Salah satu ayat Al-Qur’an yang memerintahkan seseorang dalam menjalankan
kebaikan yang menjelaskan bahwa pentingnya kerja sama dalam berjuang dalam hal-
hal kebaikan yaitu Q. S. Ali-imran/3:104

O3dith £h LIy SEa 2 S3edg Spaall S3alg A ) O3dd B (ST 1S

% Sardani, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kulo Kecamatan Kulo, wawancara, pada
tanggal 25 maret 2022
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Terjemahnya:

“Dan hendaklah di antara kamu ada seaolonoan orana vana menveru kepada
kebaiikan, menvuruh (berbuat) vana makruf, dan mencegah dari yang mungkar.
Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”.

Sebagaimana dalam ayat suci Al-qur’an tersebut menjelaskan bahwa Allah
memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mengajak manusia kepada
kebaikan, dan untuk mencegah perbuatan yang jahat dan hendaklah diantara sesorang
yang beriman ada sekelompok orang-orang yang senantiasa menyeruhkan keutamaan
yaitu petunjuk Allah, yang memerintahkan berbuat yang benar yaitu akhlak, perilaku
dan nilai-nilai luhur serta adat istiadat yang berkembang dalam suatu masyarakat
yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan mencegah apa yang mungkar
yaitu sesuatu yang dipandang buruk dan disangkal oleh akal sehat. Sesungguhnya
orang-orang yang mengamalkan ketiga hal tersebut memiliki kedudukan yang tinggi
di hadapan Allah dan mereka adalah orang-orang yang beruntung karena
mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat.



BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan

oleh penulis, maka peneliti dapat menarik Kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam
Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Kulo sebagaimana hasil Penelitian di
atas bahwa Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Kulo telah melaksanakan
fungsinya dalam Pembentukan Peraturan Desa dengan Bekerjasama dengan
Pemerintah Desa dengan melibatkan Tokoh-tokoh Masyarakat sebagaimana di dalam
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam proses Pembentukan
Peraturan Desa di Kecamatan Kulo semua desa melaksanakan fungsinya telah sesuai
dengan peraturan yang ada dengan merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang pembentukan produk hukum di
Desa.

Kedua, yakni mengenai kendala yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan
Desa di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang, kurangnya pengetahuan
dari pemerintah desa sehingga pembagian fungsi pokok dari Pemerintah Desa dengan
Badan Permusyawaratan Desa tidak dipahami oleh Pemerintah Desa, kemudian
kurangnya pelatihan dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Masyarakat
dengan Aparatur Desa dalam proses Pembentukan Peraturan Desa, dan kurangnya
peran masyarakat di dalam musyawarah desa dalam pengambilan keputusan

rancangan pembentukan peraturan desa.

B. Saran

Dengan kesimpulan diatas maka saran Penulis yang akan disampaikan pada

penelitian ini dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di
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Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang bahwasanya Pemerintah Desa
dengan Badan Permusyawaratan Desa harus Lebih memahami bagaimanakah tata
cara kerja sama yang baik dalam pembentukan Peraturan Desa sebagaimana dalam
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa telah dijelaskan bahwa Badan
Permusyawaratan Desa Bersama Kepala Desa membuat Rancangan Pembentukan
Peraturan Desa dengan fungsi Badan Permusyawaratan Desa tersebut maka harus
lebih memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6
Tahun 2017 Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa agar dalam Pembentukan

Peraturan Desa bisa berjalan dengan baik Sesuai dengan peraturan yang ada.

Kemudian untuk kendala-kendala yang di hadapi oleh Pemerintahan Desa di
Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Pembentukan Peraturan Desa
maka seharusnya di lakukannya suatu pelatihan dari Pemerintah Daerah Kepada
Pemerintahan Desa. kemudian dengan adanya pelatihan yang dilakukan maka
Pemerintah Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa bisa melaksanakan
fungsinya dengan baik tanpa adanya hambatan Kendala-kendala di dalam
Melaksanakan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan

Desa di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang.
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